HUKUM DAN PROFESIONALISME TRANSENDENTAL: Studi Profesionalisme Bidan Berbasis Transendental by Damayanti, Fitriani Nur et al.
HUKUM DAN PROFESIONALISME TRANSENDENTAL






Promotor: Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum.
Ko-Promotor: Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.Hum.






Profesionalisme bidan merupakan dasar untuk kontrak sosial antara
profesi bidan dengan masyarakat sehingga profesionalisme termasuk perilaku
profesional yang sangat penting. Bidan dalam melaksanakan profesionalitasnya
pada praktik mandiri diatur oleh peraturan perundang-undangan. Nilai
profesionalisme bidan terdapat dalam hukum positif yaitu kode etik profesi
tanggung jawab, melakukan kolaborasi dan rujukan yang tepat, pendidikan
berkelanjutan, berkompeten, memberikan advokasi. Namun terjadi kasus pada
bidan berkaitan dengan profesionalisme. Tujuan dari penelitian adalah
mendeskripsikan karakteristik profesionalisme bidan dalam menjalankan
profesinya di Kota semarang dan mengeksplorasi konsep profesionalisme bidan
berbasis transedental.
Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yang dilakukan
dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif. Penentuan lokasi penelitian ini
dilakukan secara purposive. Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat
deskriptif. Penentuan sampel dengan menggunakan metode snow bolling.
Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan.
Dan metode analisis data menggunakan metode analisis kualitatif.
Hasil penelitian yaitu indikator profesionalisme bidan di Indonesia yaitu
kode etik profesi, tanggung jawab, melakukan kolaborasi dan rujukan yang tepat,
pendidikan berkelanjutan, kompetensi dan advokasi. Pada praktik bidan mandiri
sudah melaksanakan profesionalisme tetapi masih ada beberapa kasus yang
terjadi karena ada indikator yang belum dapat dilaksanakan. Nilai-nilai
profesional dalam islam adalah praktek bersikap dan berperilaku mencontoh
Rasulullah yaitu bersifat siddiq, fathonah, amanah dan tabligh. Nilai
profesionalisme dalam Islam dengan nilai profesionalisme hukum positif memiliki
persamaan dan perbedaan. Perlu adanya konsep profesionalisme bidan berbasis
transendental yaitu profesionalisme yang bersumber dari nilai-nilai islam
khususnya Al Quran. Profesionalisme bidan berbasis transendental antara lain






Bidan sebagai sumber daya manusia kesehatan mempunyai peran yang
besar terhadap ketercapaian tujuan pembangunan kesehatan, yaitu dengan
memberikan pelayanan asuhan kebidanan kepada masyarakat.1 Dalam
menjalankan praktik kebidanan, bidan memiliki kewenangan untuk memberikan
pelayanan kesehatan Ibu, pelayanan kesehatan anak, pelayanan kesehatan
reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Bidan dalam memberikan
pelayanan kesehatan bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan
praktiknya dituntut secara profesional.2 Profesionalisme ditandai dengan
pengambilan keputusan berbasis bukti otonom oleh anggota suatu pekerjaan yang
berbagi nilai-nilai dan pendidikan yang sama. Profesionalisme dalam kebidanan
diwujudkan melalui hubungan tujuan dan didukung oleh lingkungan kerja yang
profesional. Bidan profesional menunjukkan akuntabilitas atas tindakan mereka.3
Bidan dalam mengatur profesionalitasnya terdapat pada Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Kebidanan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/III/2007
tentang Standar Profesi Bidan, Kode Etik Profesi Bidan.
Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian
derajat kesehatan masyarakat adalah angka kematian ibu dan angka kematian
bayi. Jumlah angka kematian ibu di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015
sebesar 619 per 100.000 kelahiran hidup. Jumlah angka kematian bayi sebesar
10 per 1.000 kelahiran hidup. Sedangkan jumlah angka kematian ibu di Kota
Semarang tahun 2016 sebesar 32 kasus dari 26.337 jumlah kelahiran hidup atau
1 ‘Rahmah Nur Hayati, Pengaruh Pengetahuan, Sikap, Motivasi Terhadap Minat Bidan
Mengikuti Uji Kompetensi Di Kota Semarang. Semarang : Universitas Diponegoro, 2007.
2 Louise Hunter, Sarah Snow, and Sian Warriner, 2017. ‘Being There and Reconnecting:
Midwives’ Perceptions of the Impact of Mindfulness Training on Their Practice’, Journal of
Clinical Nursing (diakses 20 November 2017).
3 Alan Glasper, 2017. ‘Professionalism in Practice’, British Journal of Nursing, 706–7 (diakses
20 November 2017).
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sekitar 121,5 per 100.000 kelahiran hidup.4 Jumlah kematian bayi di Kota
Semarang sebanyak 201 dari 26.337 kelahiran hidup, sehingga didapatkan Angka
Kematian Bayi (AKB) sebesar 7,63 per 1.000 KH.5 Padahal kematian ibu dan bayi
belum tentu merupakan kesalahan bidan. Berikut ini data tentang penyebab angka
kematian ibu tahun 2016 yaitu karena penyakit (51%), PEB (21%), perdarahan
(12%), lain-lain (9,4%), sepsis (6%). Data tentang angka kematian bayi tahun
2016 yaitu karena penyakit (42%), diare (23%), ISPA (19%), DBD (16%). 6
Ada beberapa kasus kebidanan yang terjadi antara lain kasus perdarahan
yang diakibatkan bagian plasenta tertinggal di dalam rahim karena bidan tidak
melakukan pemeriksaan plasenta pada saat kala III sehingga pasien harus
dilakukan perawatan di rumah sakit. Kasus persalinan premature dengan bayi
lahir asfiksia berat dan bidan melakukan pertolongan persalinan tidak sesuai
dengan kompetensinya sehingga bayi tidak dapat tertolong. Kasus tentang
komplikasi setelah dilakukan imunisasi oleh bidan sehingga adanya infeksi pada
bekas suntikan. Dan pasien harus menjalani perawatan selama satu minggu di
rumah sakit. Kasus tentang pemberian obat antibiotik yang tidak sesuai dengan
keadaan pasien sehingga menimbulkan komplikasi pada pasien berupa merah,
bengkak, gatal, kulit mengelupas dan muntah. Kasus laserasi perineum pada
proses persalinan yang mengakibatkan pasien kesakitan dan tidak dapat buang
air besar. Pasien akhirnya dilakukan pembedahan dan perawatan lebih lanjut di
rumah sakit. 7
Kasus pada bidan tersebut terjadi berkaitan dengan profesionalisme.
Penyebabnya yaitu bidan bekerja tidak sesuai dengan tanggung jawabnya, bidan
tidak sesuai dengan kompetensinya, bidan tidak melakukan rujukan yang tepat,
bidan belum dapat memberikan advokasi kepada pasien, bidan tidak sesuai
dengan kode etik profesi.
Harapan masyarakat terhadap pelayanan sangat tinggi, masyarakat
menaruh kepercayaan terhadap bidan, demikian halnya kesehatan lain dalam tim
kesehatan, namun kenyataan dilapangan masih banyak ditemukan kendala-
kendala, dalam hal ini pelayanan kebidanan belum sesuai dengan apa yang
4 ‘Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2015. www.dinkesjatengprov.go.id (diakses 17
Oktober 2017).
5‘Profil Kesehatan Kota Semarang, 2016. www.dinkes.semarangkota.go.id’.(diakses 17 Oktober
2017).
6 Profil Kesehatan Kota Semarang, 2016, Op.Cit.
7 Hasil wawancara bidan 2018.
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diharapkan. Tenaga kebidanan melaksanakan tugas sesuai dengan standar
profesi bidan sedangkan melaksanakan praktik harus kompeten dalam bidangnya
agar melaksanakan profesionalismenya berbasis  transedental. Paradigma
transedental dapat digunakan sebagai landasan dalam membentuk
profesionalisme bidan. Paradigma transedental dimaknai sebagai pandangan
yang mendasar tentang ilmu hukum yang seharusnya dipelajari dan metode
ilmiah yang digunakan. Terdapat beragam paradigma sebagai pendekatan
dalam pengembangan ilmu, seperti positivisme, pospositivisme, holistik dan
transendental.
Berdasarkan dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul ”Hukum dan Profesionalisme Transendental (Studi
Profesionalisme Bidan Berbasis Transendental)”.
B. Fokus Studi dan Pokok Permasalahan
Fokus kajian penelitian ini adalah hukum dan profesionalisme bidan berbasis
transendental. Berdasarkan fokus studi tersebut, maka masalah yang akan dikaji
dalam proposal disertasi ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana profesionalisme bidan di Kota semarang?
2. Bagaimana konsep profesionalisme bidan berbasis transedental?




Alur penelitian pada diagram diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Identifikasi masalah, merupakan upaya untuk menemukan permasalahan
bahwa bidan belum mendapatkan perlindungan hukum dalam pelayanan
kesehatan. Bidan masih menjadi sorotan dalam Angka Kematian Ibu dan Bayi.
Profesi belum melakukan perlindungan bagi anggotanya. Sehingga diperlukan
konsep kebijakan perlindungan hukum profesi dalam perwujudan
profesionalisme bidan di bidang kesehatan.
2. Melakukan penelusuran penelitian terdahulu sebagai bahan pembanding dan
pertimbangan dalam menentukan fokus studi sekaligus sebagai positioning
dalam penulisan disertasi.
3. Menentukan fokus studi dan merumuskan pokok-pokok permasalahan
sekaligus menentukan tujuan dan manfaat penelitian.
4. Mengidentifikasi berbagai teori yang akan digunakan untuk analisis serta
menetapkan langkah-langkah penelitian.
5. Melaksanakan penelitian diawali dengan pengumpulan data, pengolahan dan
analisis data dengan menjawab rumusan masalah terkait dengan perlindungan
hukum profesi bidan di Indonesia.
D. Metode Penelitian
1. Metode  Pendekatan
Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan
dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif.8 Hal ini disebabkan di dalam
penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepkan sebagi keseluruhan asas-asas
dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan
meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan
berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna-
makna simbolik dari pelaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak
dalam dan dari aksi dan interkasi antar mereka.
8 Soetandyo Wignjosoebroto, Silabus Metode Penelitian Hukum, Program Pascasarjana
Universitas Airlangga, Surabaya, tt. Hal. 1 dan 3.
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2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan di kota Semarang. Penentuan lokasi
penelitian ini dilakukan secara purposive, yang didasarkan pada pertimbangan-
pertimbangan, yaitu dekat, mempercepat penelitian, mudah aksesnya.
3. Spesifikasi Penelitian
Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud
menggambarkan secara jelas (dengan tidak menutup kemungkinan pada taraf
tertentu juga akan mengeksplanasikan/memahami) tentang berbagai hal yang
terkait dengan objek yang diteliti, yaitu karakteristik profesionalisme bidan saat
menjalankan profesinya di Kota semarang dan konsep profesionalisme bidan
berbasis transedental.
4. Sumber dan Jenis Data
Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari dua sember
yang berbeda, yaitu :
a. Data Primer
Yaitu data-data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud
tindakan-tindakan sosial dan kata-kata,9 dari pihak-pihak yang terlibat
dengan objek yang diteliti (sesuaikan dengan obejk masing). Adapun data-
data primer ini akan diperoleh melalui para informan dan situasi sosial
tertentu, yang dipilih secara purposive, dengan menentukan informan dan
situasi soisal awal terlebih dahulu.10
Penentuan informan awal, dilakukan terhadap beberapa informan yang
memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) mereka yang menguasai dan
memahami fokus permasalahannya melalui proses enkulturasi; (2) mereka
yang sedang terlibat dengan (didalam) kegiatan yang tengah diteliti dan; (3)
mereka yang mempunyai kesempatan dan waktu yang memadai untuk
dimintai informasi.11 Untuk itu mereka-mereka yang diperkirakan dapat
menjadi informan awal adalah minimal bidan praktik mandiri lulusan
9 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung,
hal. 112
10 Sanapiah Faisal, Op. Cit, hal 56.
11 Ibid, hal 58; Bandingkan dengan James P. Spradley, The Etnographic Interview,
Dialihbahasakan oleh Misbah Zulfah Elizabeth, dengan judul Metode  Etnografi.  Tiara
Wacana Yogya, Yogyakarta, hal. 61.
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Diploma III Kebidanan.12 Sampel yang digunakan yaitu Ketua IBI Kota
Semarang, Dinas Kesehatan Kota Semarang, Praktik Mandiri Bidan.
Penentuan informan lebih lanjut akan dilakukan terhadap informan-
informan yang dipilih berdasarkan petunjuk/saran dari informan awal,
berdasarkan prinsip-prinsip snow bolling 13 dengan jumlah responden 17
orang yang terdiri dari Ketua IBI Kota Semarang, Dinas Kesehatan Kota
Semarang, Praktik Mandiri Bidan berjumlah 15 orang bidan strata
pendidikan S2 berjumlah 5 orang, strata pendidikan DIV berjumlah 5 orang,
strata pendidikan DIII berjumlah 5 orang.
b. Data Sekunder
Merupakan data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, baik yang
meliputi :
1) Dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan perundang-
undangan (hukum positif Indonesia), artikel ilmiah, buku-buku literatur,
dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi dari lembaga-lembaga
yang terkait
2) Dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data statistik, baik yang
dikeluarkan oleh instansi pemerintah, maupun oleh perusahaan, yang
terkait denga fokus permasalahannya.
5. Metode Pengumpulan Data
Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui
tiga cara, yaitu : melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan, yang
dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :
Pada tahap awal, di samping akan dilakukan studi kepustakaan, yang
dilakukan dengan cara mencari, mengiventarisasi dan mempelajari peraturan
perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, yang
berkaitan dengan fokus permasalahannya.
Lalu akan dilakukan wawancara secara intensif dan mendalam terhadap
para informan, dan dan observasi tidak terstruktur, yang ditujukan terhadap
beberapa orang informan dan berbagai situasi.  Kedua cara yang dilakukan
secara simultan ini dilakukan, dengan maksud untuk memperoleh gambaran
12 Patilima, Hamid. Metode Penelitian Kualitatif. Malang: UMM Press, 2010.
13 Ibid, hal 60.
7
yang lebih terperinci dan mendalam, tentang apa yang tercakup di dalam
berbagai permasalahan yang telah ditetapkan terbatas pada satu fokus
permasalahan tertentu, dengan cara mencari kesamaan-kesamaan elemen,
yang ada dalam masing-masing bagian dari fokus permasalahan tertentu, yang
kemudian dilanjutkan dengan mencari perbedaan-perbedaan elemen yang ada
dalam masing-masing bagian dari fokus permasalahan tertentu.
6. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian terdiri dari instrumen utama dan instrumen
penunjang.  Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri,
sedangkan instrumen penunjangnya berupa, rekaman/catatan harian di
lapangan, daftar pertanyaan dan tape recorder.
7. Metode Analisis Data
Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan
menggunakan metode analisis kualitatif, yang dilakukan melalui tahapan-
tahapan sebagai berikut
Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam
penelitian ini analisis akan dilakukan dengan  metode analisis secara kualitatif.
Dalam hal ini analisis akan dilakukan secara berurutan antara metode analisis
domain, analisis taksonomis, dan analisis komponensial. Penggunaan metode-
metode tersebut akan dilakukan dalam bentuk tahapan-tahapan  sebagai
berikut :  pertama akan dilakukan analisis karakteristik profesionalisme bidan
saat menjalankan profesinya di Kota semarang. Bertolak dari hasil analisis
domain tersebut diatas, lalu akan dilakukan analisis taksonomi untuk
memfokuskan penelitian pada domain tetentu yang berguna dalam upaya
mendiskripsikan atau menjelaskan fenomena yang menjadi sasaran semula
penelitian. Hal ini dilakukan dengan mencari struktur internal masing-masing
domain dengan mengorganisasikan atau menghimpun elemen-elemen yang
berkesamaan disuatu domain.
Dari domain dan kategori-kategori yang telah diidentifikasi pada waktu
analisis domain serta kesamaan-kesamaan dan  hubungan internal yang telah
difahami melalui analisis taksonomis, maka dalam analisis komponensial akan
dicari  kontras antar elemen dalam domain. Dengan mengetahui warga suatu
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domain (melalui analisis domain), kesamaan dan hubungan internal antar
warga disuatu domain (melalui analisis taksonomis), dan perbedaan antar
warga dari suatu domain (melalui analisis komponensial), maka akan diperoleh
pengertian yang komprehensip, menyeluruh rinci, dan mendalam mengenai
masalah yang diteliti14.
Tahap terakhir dari analisis data ini adalah dengan mengadakan
pemeriksaan keabsahan data, dengan tujuan untuk mengecek keandalan dan
keakuratan data, yang dilakukan melalui dua cara, yaitu : pertama, dengan
menggunakan teknik triangulasi data, terutama triangulasi sumber, yang
dilakukan dengan jalan : (a) membandingkan data hasil pengamatan dengan
data hasil wawancara; (b) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan
umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (c) membandingkan keadaan
dan perspektif dengan berbagai pendapat yang berbeda stratifikasi sosialnya;
(d) membanding hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan;
Kedua, pemeriksaan sejawat melalui diskusi analitik. 15
Setelah semua tahapan analisis tersebut dilakukan, pada tahapan akhirnya
akan dilakukan pula penafsiran data, dimana teori-teori yang ada diaplikasikan
ke dalam data, sehingga terjadi suatu dialog antara teori di satu sisi dengan
data di sisi lain.  Dengan malalui cara ini, selain nantinya diharapkan dapat
ditemukan beberapa asumsi, sebagai dasar untuk menunjang, memperluas
atau menolak, teori-teori yang sudah ada tersebut, diharapkan juga akan
ditemukan berbagai fakta empiris yang relevan tentang konsep profesionalisme
bidan berbasis transedental.
E. Orisinalitas dan Kebaruan Penelitian
Beberapa penelitian yang ada dalam jurnal internasional tentang regulasi
dan profesionalisme  bidan diantaranya :
1. Hasil penelitian Polona Mivsek dalam Jurnal Midwifery berjudul “How do
midwives in Slovenia view their professional status?”, yang bertujuan untuk
mengeksplorasi pandangan bidan Slovenia tentang status profesional.
Pengaruh latar belakang pendidikan responden juga diteliti, karena pendidikan
14 Sanapiah Faisal. Op. Cit. 74-76
15 Sanapiah Faisal, Op. Cit. hal. 70 dan 99; Bandingkan dengan James P. Spradley, The
Etnographic Interview, Dialihbahasakan oleh Misbah Zulfah Elizabeth, dengan judul Metode
Etnografi. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1998.
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tinggi berkaitan dengan profesionalisme. Metode penelitian yaitu survei
deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan pengumpulan data. Kuesioner
terdiri dari enam elemen penting untuk profesionalisme, tiga unsur khas
profesionalisme 'lama' (kekuatan, etika, pengetahuan spesifik) dan tiga
karakteristik profesionalisme 'baru' (praktik reflektif, kolaborasi antar profesional
dan kemitraan dengan pengguna). Hasil penelitian mayoritas responden tidak
menganggap kebidanan sebagai profesi yang spesifik. Bidan dengan
pendidikan menengah lebih cenderung menganggap keterampilan praktis
menjadi penting daripada pengetahuan kebidanan teoritis. Pada umumnya
bidan tidak merasa dapat melakukan praktik secara otonom dan ini
menyebabkan responden menghadapi dilema etika saat ingin memenuhi
keinginan pasien. Responden menyatakan bahwa merasa tidak memiliki kontrol
atas aktivitas profesional dan pembuatan kebijakan, sehingga sebagian besar
bidan mengklaim bahwa bersedia mengambil tanggung jawab lebih untuk
melakukan praktik independen.16
2. Hasil penelitian Mary Casey dalam Journal of Advanced Nursing berjudul
“Nurses', midwives' and key stakeholders' experiences and perceptions on
requirements to demonstrate the maintenance of professional competence”,
yang bertujuan untuk memberikan kompetensi profesional bagi perawat dan
bidan. Isu utama dalam kompetensi profesional mencakup pengertian tentang
penilaian mandiri, verifikasi jam kerja, penyediaan catatan bukti, peran atasan
dan artikulasi konsekuensi yang mungkin terjadi untuk ketidakpatuhan terhadap
persyaratan. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dan survei online
terhadap perawat dan bidan dan pemangku kebijakan. Hasil penelitian yaitu
kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, profesionalisme,
penerapan bukti dalam praktek pelayanan kesehatan. Kompetensi berkembang
dari waktu ke waktu dan berubah ketika perawat dan bidan bekerja di area
praktik yang berbeda. Dengan demikian, kompetensi dikaitkan dengan
profesionalisme.17
3. Hasil penelitian Ghadirian F dalam Iranian Journal of Nursing and Midwifery
research berjudul “Nursing professionalism: An evolutionary concept analysis”
16 Mivšek, Polona, (et.al), How do midwives in Slovenia view their professional status?,
Midwifery Journal, pages 1193-1201, 2015 (diakses 15 November 2017).
17 Casey, Mary, (et.al), Nurses', midwives' and key stakeholders' experiences and perceptions
on requirements to demonstrate the maintenance of professional competence, Journal of
Advanced Nursing, pages 653-664, 2017 (diakses 16 November 2017).
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dilatar belakangi suatu profesionalisme merupakan fitur penting dari pekerjaan
profesional. Sifat dinamis dan interpretasi ini menyebabkan beberapa definisi
konsep ini. Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis eksperimental
Rodgers. Teks yang dipublikasikan di database ilmiah tentang keperawatan
profesionalisme antara tahun 1980 dan 2011 dinilai. Setelah menerapkan
kriteria seleksi, sampel akhir terdiri dari 4 buku dan 213 artikel dipilih, diperiksa,
dan dianalisis secara mendalam. Dua ahli memeriksa proses analisis dan
memantau dan mengkaji ulangnya. Hasil penelitian yaitu profesionalisme
keperawatan adalah proses yang tak terelakkan, kompleks, bervariasi, dan
dinamis. Dalam penelitian ini, pentingnya ruang lingkup dan konsep
profesionalisme dalam keperawatan, konsep awal untuk penelitian dan
pengembangan lebih lanjut, dan memperluas pengetahuan keperawatan
dijelaskan dan diklarifikasi.18
4. Hasil penelitian Fadwa A Affara dalam Oman Medical Journal berjudul
“Professional Self-Regulation for Nursing and Midwifery in Oman: Protecting the
Public and Enhancing the Quality of Care” dilatar belakangi International
Council of Nurses (ICN) yang tidak berkualifikasi, tidak kompeten, atau tidak
etis dalam melindungi tenaga kesehatan. Peraturan seharusnya mendukung
dan mempromosikan praktik profesional modern, termasuk praktik yang baik,
mencegah malparktik, dan melakukan intervensi saat praktik tidak dapat
diterima. Peraturan profesional hanya sah jika tujuan utama peraturan berkaitan
dengan peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat. Ini terkait
dengan standar dan perilaku profesional. Manfaat untuk profesi dan praktisi
adalah untuk pertimbangan sekunder. Model regulasi di Oman berada di bawah
wewenang Kementerian Kesehatan, yang juga merupakan penyedia layanan
kesehatan terbesar. Model seperti itu dapat menimbulkan konflik kepentingan
karena badan yang sama bertindak sebagai penyedia layanan maupun
regulator. Hasil penelitian untuk menciptakan sistem peraturan profesional yang
modern dan efektif di mana pemerintah memenuhi mandatnya untuk
melindungi masyarakat dan tenaga kesehatan melalui pembentukan undang-
18 Ghadirian, Fataneh, (et, al), Nursing professionalism: An evolutionary concept analysis,
Iranian journal of nursing and midwifery research, pages 1-10, 2014 ( diakses 10 November
2017).
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undang, yang menjamin kewenangan terhadap profesi yang bersangkutan
dalam mengatur profesi dan praktek anggotanya. 19
5. Hasil penelitian Liven Jolanda Tuegeh dalam Jurnal Administrasi Publik
berjudul “Pengaruh Profesionalisme Bidan Terhadap Kualitas Pelayanan
Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Tatelu” dilatar belakangi rasa
ketidaknyamanan yang muncul dari sikap kurang ramah yang ditunjukkan oleh
bidan pada saat melakukan pemeriksaan, sikap yang kurang profesional bidan
dalam memberikan pelayanan dengan memberbeda-bedakan pasien, lamanya
waktu yang dibutuhkan bidan untuk pemeriksaan setiap pasien juga menjadi
penyebab terjadinya penumpukkan pasien. Profesionalisme merupakan faktor
penting dalam mempengaruhi kualitas suatu pelayanan. Baik atau buruknya
suatu pelayanan ditentukan oleh profesionalisme seorang tenaga ahli. Suatu
pelayanan tidak akan mampu menunjukkan eksistesi tanpa adanya
profesionalisme. Profesionalisme bidan memiliki hubungan dan pengaruh yang
positif dan signifikan terhadap tingkat kualitas pelayanan kesehatan ibu dan
anak di Puskesmas Tatelu, yang berarti variabel profesionalisme bidan
merupakan faktor yang menentukan terhadap kualitas pelayanan kesehatan ibu
dan anak, sehingga semakin tinggi (baik) tingkat profesionalisme bidan maka
akan semakin tinggi (baik) kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak.20
Dibandingkan dengan kelima penelitian yang ada dalam jurnal internasional
dan jurnal nasional, penelitian yang akan penulis lakukan ini memang sama-sama
membahas tentang regulasi dan profesionalisme. Perbedaannya dengan
penelitian-penelitian sebelumnya terutama pada fokus penelitian, yaitu
Perlindungan hukum profesi bidan dalam perwujudan profesionalisme bidan yang
berbasis transedental yaitu membahas tentang belum adanya pengaturan untuk
perlindungan hukum bagi bidan dan dibatasinya kewenangan bidan dalam
menjalankan pelayanan kesehatan. Sehingga diperlukan adanya suatu konsep
kebijakan dalam perlindungan hukum profesi yang berbasis transedental dalam
profesionalisme bidan.
19 Affara, Fadwa A, (et.al), Professional Self-Regulation for Nursing and Midwifery in Oman:
Protecting the Public and Enhancing the Quality of Care, Oman medical journal, pages 243-
244, 2016 (diakses 20 November 2017).
20 Liven Jolanda Tuegeh. Pengaruh Profesionalisme Bidan Terhadap Kualitas Pelayanan
Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Tatelu. Jurnal Administrasi Publik. Volume 4 Nomor
49. ISSN: 2338-9613. 2017 (diakses 5 Agustus 2018).
12
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI
A. Tinjauan Pustaka
1. Perlindungan Hukum Profesi
Menurut pendapat Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta tentang fungsi
hukum untuk memberi perlindungan adalah bahwa hukum itu dibutuhkan
manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan
kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk
memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan
martabatnya.21
Perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi yang
salah satunya adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi setiap
warga Negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang
undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), untuk itu setiap
produk yang dihasilkan oleh legislative harus senantiasa mampu memberikan
jaminan perlindungan hukum bagi semua orang bahkan harus mampu
menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di
masyarakat. Hal tersebut, dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang
adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia
tanpa terkecuali. 22
Argumen lain yang mengedepankan pentingnya perlindungan hukum
bagi bidan adalah berdasarkan argumen solidaritas sosial (social solidarity
argument). Argumen ini mengatakan bahwa negara harus menjaga warga
negaranya dalam memenuhi kebutuhan kebutuhannya atau apabila warga
negaranya mengalami kesukaran, melalui kerjasama dalam masyarakat
berdasarkan atau menggunakan sarana‐sarana yang disediakan oleh negara.
Hal ini dapat dilakukan melalui pelayanan dari peningkatan hak.
Perlindungan hukum bagi bidan tidak lepas dari pembahasan mengenai
hak dan kewajiban bidan dalam menjalankan tugas pelayanannya secara
21 Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi, PT. Remaja Rosda
Bandung, 1994, hal. 64.
22 Sutrisno, Pelimpahan Tindakan Medik Dokter Kepada Perawat (Studi Perlindungan Pasien
Pada Layanan Kesehatan. Yogyakarta : Genta Publishing, 2017, hlm 45-46.
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profesional. Tugas pelayanan seorang bidan berupa pelayanan asuhan
kebidanan sesuai dengan standar prosedural yang berlaku di sarana kesehatan
baik umum maupun swasta.
2. Profesionalisme Bidan
Profesionalisme adalah tanggung jawab atas tindakan dan kompetensi.
Bagi tenaga kesehatan, profesionalisme sangat diperlukan dalam praktek
kebidanan untuk menjalankan parktek sesuai dengan kewenangan dan
kompetensinya.23
Salah satu ciri profesi adalah otonomi. Melalui otonomi, profesi
dipercayakan dengan menjaga masyarakat dari mereka yang kekurangan,
karena alasan apa pun, kompetensi yang diperlukan untuk bekerja dalam
profesi yang relevan. Di sini profesionalisme adalah yang terpenting.24
Di rumah sakit, ada risiko bahwa bidan akan berada di posisi asisten
dokter, dan tidak wanita dalam persalinan. Para bidan seperti itu, menegaskan,
menetapkan contoh yang buruk untuk mahasiswa bidan, karena mereka
menumbuhkan kebudayaan kebidanan yang tidak konsisten dengan yang
dinyatakan bertujuan komunitas kebidanan internasional, dan tidak memenuhi
kebutuhan wanita selama proses persalinan. Bidan independen, sebaliknya,
memberikan contoh yang baik. Bidan melihat kelahiran sebagai peristiwa alam,
dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan wanita selama proses melahirkan
dengan membantu mereka menjadi lebih kuat dan meningkatkan kepercayaan
diri dan keyakinan mereka dalam kemampuan mereka sendiri, sementara juga
melindungi mereka dan memastikan keselamatan mereka selama kelahiran. 25
Profesionalisme bidan meliputi bidan kearifan profesional (sebuah
konsep yang melibatkan terjalinnya pengetahuan dan pengalaman), serta
teoritis pengetahuan, keterampilan dan teknik yang dibutuhkan bidan dalam
situasi wanita itu. Bidan telah berkembang secara pribadi dan profesional, dan
berhasil dalam membuat wanita merasa diperhatikan, berkomunikasi
dengannya dalam suatu memberdayakan cara, dan memiliki kemitraan positif
dengannya. Kelima faktor utama yaitu kepedulian profesional, kompetensi dan
23 Dean, Erin. 2017. Enabling professionalism in practice. Nursing management : England
(diakses 16 November 2017).
24 Byrom S, Downe S. ‘‘She sort ofshines’’: midwives’ accounts of goodmidwifery and good
leadership. Midwifery 2010; Volumn 26 Pages 126–37. (diakses 26 Oktober 2018).
25 Dickson N. A Theory of Caring For Midwifery. ACMI J. 1997 pages 23–28.
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kebijaksanaan, memberdayakan interaksi dan kemitraan, bersama dengan
pribadi dan bidan pengembangan profesional digabungkan menjadi satu
kesatuan. 26
Profesionalisme bidan dibangun dari lima aspek utama: bidan
profesional peduli pada wanita yang melahirkan dan keluarganya. Kepedulian
dalam domain profesional ini dilihat sebagai inti kebidanan. Bidan profesional
secara profesional kompeten. Kompetensi profesional ini harus selalu memiliki
keutamaan demi keselamatan wanita dan anak. Bidan profesional memiliki
kearifan profesional dan tahu bagaimana menerapkannya. Kebijaksanaan
profesional adalah konsep baru yang digunakan untuk menunjukkan interaksi
pengetahuan dan pengalaman. Bidan profesional memiliki kompetensi
interpersonal, mampu memberdayakan komunikasi dan kemitraan positif
dengan wanita dan keluarganya. Bidan profesional mengembangkan dirinya
sendiri secara pribadi dan profesional, yang merupakan prasyarat untuk
profesionalisme sejati. Teori yang berkembang ini harus secara teratur
direkonstruksi dalam cahaya pengetahuan saat ini dalam kebidanan. Ini adalah
upaya untuk mengidentifikasi dan mengartikulasikan proses dan komponen
seni dan ilmu praktik kebidanan dalam upaya melanjutkan pengembangan
disiplin dengan membantu dalam pemahaman dan praktik menciptakan wacana
teoritis lebih lanjut, proses dan produk untuk praktik kebidanan. Teori ini
memiliki implikasi untuk pendidikan dan praktik kebidanan.27
Profesionalisme dicirikan oleh otonom pengambilan keputusan
berdasarkan bukti oleh anggota dari suatu pekerjaan yang berbagi nilai dan
pendidikan yang sama. Profesionalisme dalam kebidanan terwujud melalui
hubungan yang didukung oleh lingkungan yang memfasilitasi praktik
profesional. Bidan profesional mendemonstrasikan suatu akuntabilitas atas
tindakan mereka.
Tujuan dari profesionalisme dalam kebidanan adalah untuk memberikan
pelayanan kebidanan yang aman, nyaman dan efektif untuk mencapai status
kesehatan yang optimal. Pencapaian tujuan ini bisa ditunjukkan melalui   hasil
26 O’Cathain A, Thomas K, Walters SJ,Nicoll J, Kirkham M. Women’s per-ceptions of informed
choice inmaternity care. Midwifery 2002; Volumn 18 Pages 136–44
27 Karlsdottir SI, Halldorsdottir S. Wo-men’s sense of self and their experienceof caring and
uncaring encountersduring pregnancy. Research presenta-tion at The Nordic Midwifery
Congress‘Mothers of light: Gentle warriors frompast to present. Midwifery care in theNordic
Countries’; 2004. Pages 20–22 (diakses 28 Oktober 2018).
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pelayanan yang efektif, memberikan kualitas yang baik dalam pelayanan
kebidanan, perkembangan pengaturan bidan, adanya dukungan dalam
pelayanan kebidanan, penggunaan sumber daya yang lebih baik.
Profesionalisme memiliki sifat yang kompleks dengan multi dimensi. Hal
ini merupakan tantangan besar bagi semua bidan seberapa baik dalam
memberikan kualitas pelayanan kebidanan, model layanan yang akan
digunakan, ketrampilan yang dikembangkan, dan fasilitas pelayanan yang
digunakan.
Nilai yang benar, pendidikan yang benar dan kepemimpinan yang
benar, bidan bisa melaksanakan pelayanan kebidanan dengan baik. Pelayanan
persalinan diharapkan dapat  berkualitas lebih baik lagi. Kesehatan masyarakat
yang memiliki pendekatan yang baik, berkesinambungan dan memiliki rasa
menghargai  akan menghasilkan pelayanan yang berkualitas tinggi.  Dalam




Kata kerja transcend, dari kata transendental, berasal dari bahasa Latin
transcendere yang artinya memanjat di/ke atas. Yang dekat dengan keperluan
penelitian ini kata transendental bermakna “abstrak”, “metafisis”, dan
“melampaui”. Transenden berarti “di luar segalanya-galanya”. Berarti
transenden bermakna melampaui, keluhuran, dan di luar atau tidak
terpengaruh oleh ruang dan waktu. Transendental merupakan kata sifat dari
transendensi untuk menunjukkan bahwa transendental setelah disandingkan
dengan kata benda lain, akan menjadi sesuatu yang bernilai teramat penting
dan metafisis bahkan mistis. 28
Transendental atau transendensi menurut Roger Garaudy dimaknai
dalam tiga perspektif, yakni pertama mengakui ketergantungan manusia
kepada penciptanya. Sikap merasa cukup dengan diri sendiri dengan
memandang manusia sebagai pusat dan ukuran segala sesuatu bertentangan
dengan transendensi. Transendensi mengatasi naluri manusia, seperti
28 Achmad Chodjim, Al-Ikhlash Bersihkan Iman dengan Surah Kemurnian, Jakarta: PT. Serambi
Ilmu Semesta, 2008, hlm. 127.
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keserakahan dan nafsu berkuasa. Kedua, transendensi berarti mengakui
adanya kontinuitas dan ukuran bersama antara Tuhan dan manusia, artinya
transendensi merelatifkan segala kekuasaan, kekayaan dan pengetahuan.
Ketiga, transendensi artinya mengakui keunggulan norma-norma mutlak yang
melampaui akal manusia. 29
Pemikiran transdental dapat dilihat pada nilai nilai agama, spiritual, etika,
dan moralitas yang penuh dengan dinamika dan pergumulan pemikiran yang
lahir dalam rentang sejarah yang panjang. Ilmu modern yang selama ini berada
dalam koridor hegemoni modernis-positivistik dengan doktin empiris, objektivis,
dan rasional mulai digugat kaum pemikir transdenetal yang lebih
mengedepankan nilai dan makna dibalik itu, sehingga tampak bangunan ilmu
yang menjadi lebih terbuka dan utuh dalam merespon persoalan hidup dan
kehidupan. Dalam hal ini, pemikiran transdenetal mulai mengangkat hal-hal
yang sifatnya irasional dan metafisika (emosi, perasaan, intuisi, nilai,
pengalaman personal, spekulasi), moral, dan spiritual sebagai bagian integral
dalam memahami keilmuan.
Transendental berasal dari kata transendental, Bahasa latin transcendere
artinya memanjat di/ke atas. Berkaitan dengan keperluan penelitian ini kata
tansendental/bermakna “abstrak”, “metafisi”, dan “melampaui”.30 Acmad
Chodjim memberikan definisi yang lebih dari sekedar melampaui. Transcenden
berarti “diluar segala-galanya”. Berarti transenden bermakna melampaui,
keluhuran, dan di luar atau tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu.
Transendental merupakan kata sifat dari transendensi untuk menunjukkan
bahwa transendental setelah disandingkan dengan kata benda lain, akan
menjadi sesuatu yang bernilai teramat penting dan metafisis bahkan mistis.31
Transendental dalam pengembangan ilmu menekankan adanya integrase
antara ilmu  dengan agama yang menempati ruang dalam dunia ilmumenurut
madzhab posmodernisme. Dalam hal ini ilmu dipahami dalam kacamata
jangkauan yang lebih luas, termasuk atik, moralm dan nilai spiritual agama,
29 M. Fahmi, Islam Transendental, Menelusuri Jejak-Jejak Pemikiran Islam Kuntowijoyo, Pilar
Regilia, Yogyakarta, 2005., hlm. 97.
30 Kuntowijoyo dalam Rizka, Hukum Rekayasa Reproduksi Indonesia Berbasis Transedental,
Ringkasan Disertasi Program doctor Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta,
2017, hal.7
31 Achmad Chodjim, Al-IkhlashBersihkan Iman dengan Surah Kemurnian, Jakarta: PT> Serambi
Ilmu Semesta, 2008, hlm.127
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disinilah agama menempati peran penting dalam upaya memahami ilmu dalam
perspektif yang bersifat holistik.32
Kuntowijoyo33 memaknai transendental dengan mendasarkan keimanan
kepada Allah (Ali Imron:110) dengan mengenalkan ilmu profetik, berupa
humanisasi (ta’muruna bil ma’ruf), liberasi (tanhauna anil munkar) dan
transendensi (tu’minuna billah). Dalam hal ini, unsur transcendensi harus
menjadi dasar unsur yang lain dalam pengembangan ilmu dan peradaban
manusia. Metode pengembangan ilmu dan agama dengan menurut
Kuntowijoyo disebut dengan istilah profetik mendasarkan pada Al-Quran dan
Sunnahmerupakan basis utama dari keseluruhan pengembangan ilmu
pengetahuan. Al-Quran dan Sunnah dijadikan landasan bagi keseluruhan
bangunan ilmu pengetahuan profetik, baik ilmu kealaman (ayat Kauniyah)
sebagai basisi hukum-hukum alam, humaniora (ayat Nafsiyah) sebagai basisi
makna, nilai, dan kesadaran maupun ketuhanan (ayat Qauliyah) sebagai basis
hukum-hukum Tuhan.34
Ilmu transendental berakar pada kehendak Allah kepada makhluknya dan
diturunkan melalui nabi dan rasul-Nya, para mualim dan aulia yang senantiasa
istiqomah dan berpegang teguh pada garis Illahiyah (sunnatullah). Sunnatullah
merupakan basis filsafat hukum alam (natural law) dijabarkan melalui ayat-ayat
Nya baik yang tertulis (Kitab dan Sunnah) maupun yang terjabarkan dalam
alam semesta dan realitas kehidupan. Ilmu hukum transendental ditujukan
untuk pegangan hidup manusia mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat.
Danah Zohar dan Ian Marshall dalam "Spiritual Intellegence, The Ultimate
Intellegence ", mengkritisi kegagalan peradaban barat dengan mengenalkan
berpikir spiritual (spiritual tinking) dengan menggunakan pendekatan
kecerdasan spiritual (spiritual quition), yang akan diperoleh kecerdasan yang
paling sempuma (ultime intelegen), dilakukan dengan cara menerabas garis
garis formalisme (existing rule) dan transendental, sehingga akan dapat
diperoleh pemikiran baru yang mendekati kebenaran yang hakiki (the ultimate
32 Absori, Epistimologi Ilmu Hukum Transendental dan Implementasinya dalam Pengembangan
Program Doktor Ilmu Hukum, Proseding Seminar Nasional Pengembangan Epistimologi Ilmu
Hukum, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015, hlm 34-
49.
33 Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masdjid, Mizan, Bandung, 2001, hal 364
34 Kuntowijoyo, Islam sebagai Ilmu : Epistemologi, Metodologi, dan Etika, Teraju (PT Mizan
Publika), Jakarta, 2004, hal 27
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truth). Manusia perlu spiritual quotient karena di masyarakaat barat telah terjadi
makna hidup di dunia modern (the crisis of meaning). Spitual quiation
merupakan alat bagi manusia untuk dapat membangun berbagai perspektif
baru dalam kehidupan, mampu menemukan cakrawala luas pada dunia yang
sempit dan bisa merasakan kehadiran tuhan tanpa bertemu dengan Tuhan.
SQ dapat digunakan untuk membangkitkan potensipotensi kemanusiaan yang
terpendam, membuat diri manusia semakin kreatif dan mampu mengatasi
problem-problem esensial. SQ juga merupakan petunjuk ketika manusia
berada di antara order dan chaos, memberikan intuisi tentang makna dan nilai.
2. Hukum Transendental
Menurut Satjipto Raharjo dengan pendekatan kecerdasan spiritual akan
diperoleh kecerdasan yang paling sempurna (ultim intelegen), dilakukan
dengan cara meraba garis garis formalisme (existing rule) dan transendental,
sehingga akan dapat diperoleh pemikiran baru yang mendekati kebenaran yang
hakiki (the ultimate truth). Manusia perlu spiritual quotient karena dimasyarakat
barat telah terjadi makna hidup di dunia modern (the crisis of meaning).
Spiritual quotient merupakan alat bagi manusia untuk dapat membangun
berbagai prespektif baru dalam kehidupan, mampu menemukan cakrawala luas
pada dunia yang sempit dan bisa merasakan kehadiran Tuhan tanpa bertemu
dengan Tuhan. SQ dapat digunakan untuk membangkitkan potensi potensi
kemanusiaan yang terpendam, membuat diri manusia semakin kreatif  dan
mampu mengatasi problem problem esensial. SQ juga merupakan petunjuk
ketika manusia berada diantara order dan chaos, memberikan intuisi tentang
makna dan nilai. Di bidang hukum, ilmu hukum tidak lagi menempatkan diri
pada posisi terisolasi secara intelektual berhadapan dengan perkembangan
jaman. Apabila hukum berada dalam konteks dan peta tatanan yang lebih besar
maka substansi dan tatanan alternative diluar hukum positif senantiasa ada. 35
Pemikiran yang mendasarkan pada kecerdasan spiritual sangat menarik
untuk kajian hukum dalam rangka untuk menempatkan hukum pada hakikatnya
dan menjadikan hukum dapat membahagian manusia perlu spiritual quotient
karena dimasyarakat barat telah terjadi krisis dalam memaknai makna hidup di
35 Satjipto Raharjo, Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan, Pidato Mengakhiri
Guru Besar, Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, hlm. 11.
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dunia modern (the crisis of meaning). Spiritual quotient merupakan alat bagi
manusia untuk dapat membangun berbagai prespektif baru dalam kehidupan,
mampu menemukan cakrawala luas pada dunia yang sempit dan bisa
merasakan kehadiran tuhan tanpa bertemu dengan tuhan.36
Perspektif ilmu hukum transendental, ilmu hukum bukan hanya didasarkan
pada kebenaran pada taraf haqq alyakin, yang terhimpun dalam Al-Qur'an dan
Hadits, tetapi juga berdasarkan kebenaran yang diperoleh dengan
kemampuan potensi manusia melalui perenungan, penalaran dan diskursus yang
berkembang di masyarakat. Manusia menggali, mengolah dan merumuskan
ilmu dengan tujuan tidak semata untuk ilmu tetapi juga untuk kebijakan,
kemaslahatan masyarakat luas, dengan ridha, dan kasih sayang Allah.
Ilmu hukum transendental berakar pada kehendak Allah kepada
makhluknya yang diturunkan melalui nabi dan rasul-Nya, para mualim dan aulia
yang senantiasa istiqomah dan berpegang teguh pada garis ilahiyah
(sunnahtullah). Sunnahtullah merupakan basis filsafat hukum alam (natural law)
dijabarkan melalui ayat ayat-Nya baik yang tertulis (Kitab dan Sunnah) maupun
yang terjabarkan dalam alam semesta dan realitas kehidupan. Ilmu hukum
transendental ditujukan untuk pegangan hidup manusia mencapai kebahagian
dunia maupun akhirat
Ilmu hukum transendental hanya bisa dipahami dengan pendekatan holistik
yang melihat manusia dan kehidupannya dalam wujud yang utuh, tidak semata
bersifat materi tetapi ruhaniyah (inmateral). Ilmu hukum transendental tidak
dapat dipisah antara jasad fisik (formal) dan nilai-nilai transendental. Justifikasi
ilmu hukum transendental semata yang diburu adalah demi keadilan berdasar
kebenaran atas kuasa Allah, Dzat yang Maha Kuasa, penentu hidup dan
kehidupan manusia. Ilmu hukum transendental beroreintasi pada kemaslahatan
manusia sebagai wujud dari kasih sayang untuk makhluknya.




GAMBARAN UMUM PRAKTIK MANDIRI BIDAN
Tabel. 3.1
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terkait Pendidikan Praktik Mandiri Bidan
Berdasarkan tabel di atas didapatkan bahwa bidan yang berpendidikan DIII
sebanyak 33,3%, DIV sebanyak 33,3%, dan S2 sebanyak 33,3%. Praktik mandiri bidan
wajib berpendidikan DIII Kebidanan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014
Tentang Tenaga Kesehatan pada pasal 9 ayat (1) menyatakan tenaga sebagaimana
yang dimaksud dalam pasal 8 huruf a harus memiliki kualifikasi minimum Diploma III,
kecuali tenaga medis. Berdasarkan peraturan perundang-undangan bidan dalam
menjalankan praktik kebidanan, paling rendah memiliki kualifikasi jenjang pendidikan
diploma III kebidanan. Untuk membantu pendidikan lanjutan bidan dengan minimal DIII
Kebidanan, Kementrian Kesehatan meluncurkan Program Percepatan Pendidikan
Tenaga Kesehatan yang dilaksanakan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau
(RPL).37 RPL adalah proses pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang
yang diperoleh melalui pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau
pengalaman kerja. Pengakuan atas capaian pembelajaran ini dimaksudkan untuk
menempatkan seseorang pada jenjang kualifikasi tertentu sesuai dengan Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Pengakuan ini dimaksudkan untuk
melaksanakan kebijakan pemerintah pada bidang kesehatan, khususnya penyediaan
tenaga kesehatan yang memiliki kualifikasi Diploma III bidang kesehatan. Sampai
tahun 2020 tenaga kesehatan belum memiliki kualifikasi Diploma III maka yang
bersangkutan akan menjadi asisten tenaga kesehatan.38 Perubahan status tersebut
akan memberikan dampak bagi tenaga kesehatan maupun bagi fasilitas pelayanan
37 Moeloek, Nila, Kemenkes Luncurkan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan,
2017. http://www.depkes.go.id (diakses 28 Juli 2018).
38 Sumantri, Usman. Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan. 2018.
http://bppsdmk.kemkes.go.id/ (diakses 28 Juli 2018).






Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2018
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kesehatan. Bagi tenaga Kesehatan akan memiliki dampak diantaranya : a. tenaga
kesehatan menjadi asisten tenaga kesehatan, b. tidak memiliki kewenangan
melaksanakan praktik sebagai tenaga kesehatan, c. harus bekerja dibawah supervisi
tenaga kesehatan.
Tabel. 3.2
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terkait Lama Praktik Mandiri Bidan
Berdasarkan tabel di atas praktik mandiri bidan rata-rata telah lama memberikan
pelayanan kepada masyarakat yaitu ≤ 10 tahun sebanyak 40%, 11-20 tahun sebanyak
47%, 21-30 tahun sebanyak 6%, >30 tahun sebanyak 6%. Lamanya Praktik Mandiri
Bidan mempengaruhi perilaku dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam Lawrence Green perilaku ditentukan dengan tiga faktor utama yaitu : 39 a. faktor
pendorong (predisposing factors) yaitu faktor-faktor yang mempermudah atau
mempredisposisi terjadinya perilaku seseorang, antara lain pengetahuan, sikap,
keyakinan, kepercayaan, nilai-nilai, tradisi; b. faktor pemungkin (enabling factors) yaitu
faktor-faktor yang memungkinkan atau memfasilitasi perilaku atau tindakan. Yang
dimaksud dengan faktor pemungkin adalah sarana dan prasarana atau fasilitas untuk
terjadinya perilaku kesehatan, misalnya : Puskesmas, Posyandu, Rumah Sakit, tempat
pembuangan air, tempat pembuangan sampah, tempat olah raga, makanan bergizi,
uang; c. faktor penguat (reinforcing factors) yaitu faktor yang mendorong atau
memperkuat terjadinya perilaku. Kadang-kadang meskipun orang tahu dan mampu
untuk berperilaku sehat, tetapi tidak melakukannya.
39 Green, W, Lawrence.et.al, Health Education Planing A Diagnostik Approach, The Johns
Hapkins University: Mayfield Publishing Company, 2005, hlm. 108-110.
Data Lama Praktik Mandiri Bidan
Tahun Respondenn %
≤ 10 tahun 6 40
11-20 tahun 7 47
21-30 tahun 1 6
>30 tahun 1 6
Total 15 100
Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2018
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Tabel. 3.3
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terkait Persyaratan Praktik Mandiri
Bidan
Data Persyaratan Praktik Mandiri Bidan
Persyaratan PMB Respondenn %
Fotocopy STRB yang masih
berlaku dan dilegalisasi 15 100
Surat Keterangan Sehat Fisik








Pas foto berwarna terbaru









Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2018
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persyaratan bidan dalam memperoleh
Surat Ijin Praktik Bidan telah dilengkapi oleh Praktik Bidan Mandiri sebanyak 100%.
Untuk memperoleh SIPB bidan harus mengajukan permohonan kepada instansi
pemberi izin dengan melampirkan fotocopy STRB yang masih berlaku dan dilegalisasi
asli; surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki surat ijin praktik; surat
pernyataan memiliki tempat praktik; surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan
kesehatan tempat bidan akan berpraktik; pas foto terbaru dan berwarna dengan
ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; rekomendasi dari kepala dinas kesehatan
kabupaten/kota setempat; dan rekomendasi dari organisasi profesi
Praktik Mandiri Bidan merupakan tempat pelaksanaan rangkaian kegiatan
pelayanan kebidanan yang dilakukan oleh Bidan secara perorangan. Kepemilikan
SIPB merupakan bukti bahwa seorang bidan boleh berpraktik sesuai standar profesi.
Bidan merupakan suatu profesi sehingga dalam pelaksanaannya disamping
mendasarkan pada standar pelayanan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan, juga harus sesuai dengan kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi.
Sehingga seorang bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan tidak saja harus
bertanggung jawab kepada masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan,
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tetapi juga harus bertanggung jawab kepada organisasi profesi atas dasar kode etik
profesi. 40
Tabel. 3.4
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terkait Pelayanan Praktik Mandiri Bidan
Data Pelayanan Kesehatan Praktik Mandiri Bidan









Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2018
Berdasarkan tabel di atas pelayanan praktik mandiri bidan didapatkan hasil
penelitian bahwa 100% melakukan pelayanan kebidanan antara lain kehamilan,
persalinan, nifas, bayi baru lahir, imunisasi, keluarga berencana dan konseling.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, dalam
menjalankan praktik kebidanan,  bidan bertugas memberikan pelayanan antara lain : 41
pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, pelayanan kesehatan reproduksi
perempuan dan keluarga berencana, pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan
wewenang, pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu.
Standar pelayanan kesehatan menjadi hal yang sangat penting dalam
pelaksanaan pelayanan kesehatan di Praktik Mandiri Bidan. Standar pelayanan dapat
mengatur aspek input, proses, dan output pelayanan. Input pelayanan merupakan
ketrampilan dan pengetahuan bidan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dan
harus memiliki standar untuk memberikan kualitas pelayanan yang bermutu. 42
40 Turingsih, RA Antari Inaka, 2012. Tanggung Jawab Keperdataan Bidan Dalam Pelayanan
Kesehatan. Mimbar Hukum Volume 24 Nomor 2 (diakses 30 Juli 2018).
41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
42 Dwiyanto, Agus, Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif Dan Kolaborasi.
books.google.com. 2018. (diakses 31 Juli 2018).
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Tabel. 3.5
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terkait Pembaharuan Ijin Praktik Mandiri
Bidan









Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2018
Berdasarkan tabel di atas Praktik Mandiri Bidan di Kota Semarang melakukan
pembaharuan ijin 1-3 kali sebanyak 80%, 4-6 kali sebanyak 13%, 7-9 kali sebanyak
7%. Ini terlihat variatif karena sesuai dengan lamanya bidan melakukan praktik mandiri.
Selama menjalankan praktik mandiri, bidan juga harus memperhatikan dalam
perijinan. Bidan memiliki STR yang merupakan tongkat dalam melaksanakan praktik
mandiri. STR pada awalnya berlaku seumur hidup, tetapi setelah tahun 1990 peraturan
berubah menjadi berlaku selama 5 tahun. Jika masa berlaku SIPB habis, maka harus
melakukan perpanjangan dengan syarat re-registrasi. Re-registrasi merupakan proses
perpanjangan STR sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Cara mengajukan
perpanjangan STR dengan mengirimkan borang penilaian diri yang sudah diisi, dan
melampirkan bukti fisik setiap kegiatan pengembangan keprofesian bidan yang telah
diikuti serta persyaratan administrasi lainnya.43 Persyaratan permintaan perpanjangan
STR yang diajukan setiap 5 tahun sekali antara lain fotocopy anggota IBI yang masih
berlaku, fotocopy STR sebelumnya, data diri pemohon, foto terbaru 4x6 berwarna latar
merah sebanyak 3 lembar, borang re-registrasi : Kinerja kegiatan profesi/praktik
profesi, Kinerja pendidikan berkelanjutan, Kinerja pengabdian masyarakat/profesi,
Kinerja pengembangan keilmuan, Kinerja publikasi ilmiah, Bukti pembayaran biaya
administrasi penghitungan SKP dan rekomenadsi organisasi profesi, Bukti pelunasan
iuran anggota IBI.
Ikatan Bidan Indonesia (IBI) selaku organisasi profesi bidan memberikan
rekomendasi bidan dalam mendirikan praktik mandiri. Rekomendasi sangat diperlukan
oleh bidan untuk memberikan keterangan bahwa bidan layak dapat mendirikan praktik
mandiri. Hasil wawancara dengan Ketua IBI Kota Semarang, bahwa IBI juga bertugas
43 Pengurus IBI, Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (Contuining Professional
Development). Jakarta : Ikatan Bidan Indonesia, 2013, hlm. 18.
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dalam memberikan pembinaan dan pengawasan kepada praktik mandiri bidan. Bentuk
pembinaan dan pengawasan dengan memberikan pelayanan berkualitas kepada
praktik mandiri bidan secara continue, memberikan konseling kepada bidan bila masih
ada kekurangan dalam praktik, dan membantu bidan praktik mandiri jika terdapat suatu
permasalahan. IBI melakukan pengawasan kepada praktik mandiri bidan dengan
meninjau tempat praktik secara langsung. Secara bergilir IBI melakukan peninjauan ke
praktik mandiri bidan. Setiap bulan IBI melakukan pertemuan rutin dengan seluruh




A. Profesionalisme Bidan di Kota Semarang
Bidan dalam melaksanakan profesionalitasnya pada praktik mandiri diatur
oleh peraturan perundang-undangan. Peraturan yang terkait dengan kebidanan
yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan,
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor   369/MENKES/SK/III/2007  tentang Standar
Profesi Bidan dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
938/MENKES/SK/VIII/2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan. Berdasarkan
berbagai peraturan perundang-undangan yang telah diinventarisasi, dapat
diketahui profesionalisme bidan, dapat dilihat dari :
1. Kode Etik Profesi
Menurut penelitian Burtc tentang tentang kode etik profesi bidan bahwa
kode etik dapat mengidentifikasi bidan dalam melakukan praktik kebidanan
profesi. Sesuai dengan standar kompetensi nasional, bidan memiliki tanggung
jawab untuk memastikan pengetahuan mereka dan pemahaman tentang
profesional. Pelanggaran kode etik merupakan tindakan yang tidak profesional.
Perilaku tidak profesional bidan akan bertentangan dengan standar profesi.
Profesi bidan mengharapkan dapat bekerja secara profesional untuk
memelihara kepercayaan masyarakat. 44
Bidan memiliki tanggung jawab terhadap wanita itu sendiri bayi dan
keluarga, kolega, masyarakat dan profesi, untuk memberikan perawatan
kebidanan yang aman dan kompeten yang responsif terhadap kebutuhan
individu, kelompok dan masyarakat dan profesi.
Kode etik merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu
kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma
sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak uk dalam
kategori norma hukum yang didasari kesusilaan.
44 Burtch B. Trials of Labour: The Re-emergence of Midwifery. Montreal: McGill-Queen’s
University Press; 2009. 288 p.
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Di dalam hukum positif Indonesia, pengaturan tentang kode etik profesi
bidan diatur dalam:
a. Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan menyatakan bahwa: “tenaga kesehatan harus memenuhi
ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna layanan kesehatan,
standar pelayanan, dan standar operasional prosedur.”
Dan Pasal 49 ayat (2) menyatakan bahwa: “penyelenggara upaya kesehatan
harus memperhatikan fungsi sosial, nilai, dan norma agama, sosial budaya,
moral dan etika profesi”.
b. Pasal 58 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan menyatakan bahwa: “tenaga kesehatan dalam menjalankan
praktik wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar
profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika
profesi serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan.”
Dan Pasal 60 huruf c menyatakan bahwa: “tenaga kesehatan harus
bertanggung jawab untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan etika
profesi.”
c. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
menyatakan bahwa: “penyelenggaraan kebidanan berasaskan
perikemanusiaan, nilai ilmiah, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan,
perlindungan dan keselamatan pasien.”
Pasal 61 huruf a menyatakan bahwa: “bidan dalam melaksanakan praktik
kebidanan berkewajiban memberikan pelayanan kebidanan sesuai dengan
kompetensi, kewenangan, dan mematuhi kode etik, standar profesi, standar
pelayanan profesi, standar prosedur operasional.”
d. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/MENKES/SK/III/2007  tentang
Standar Profesi Bidan menyatakan bahwa: “kode etik profesi bidan
merupakan suatu ciri profesi yang bersumber dari nilai-nilai internal dan
eksternal suatu disiplin ilmu dan merupakan pernyataan komprehensif suatu
profesi yang memberikan tuntutan bagi anggota dalam melaksanakan
pengabdian profesi.”
e. Sedangkan di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
938/MENKES/SK/VIII/2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan tidak
mengatur tentang kode etik profesi.
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Berbagai peraturan perundang-undangan di atas pada dasarnya
memperlihatkan ke sinkronan, karena meskipun menggunakan istilah yang
berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya mengatur tentang kewajiban bidan
untuk menjalankan praktik kebidanan sesuai dengan kode etik profesi antara
lain kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat, kewajiban bidan terhadap
tugasnya, kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya,
kewajiban bidan terhadap profesinya, kewajiban bidan terhadap diri sendiri,
kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa bangsa,dan tanah air.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 15 bidan yang
melakukan praktik mandiri, dapat diketahui bahwa:
Tabel. 4.1
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terkait dengan Indikator
Profesionalisme tentang Kode Etik Profesi Pada Praktik Mandiri Bidan
Data tentang Kode Etik Profesi
Kode Etik Profesi RespondenN %
Memenuhi 14 93
Tidak Memenuhi 1 7
Total 15 100
Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2018
Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa 93% praktik mandiri
bidan telah memenuhi kode etik profesi dan 7% praktik mandiri bidan tidak
memenuhi kode etik profesi
Dalam menjalankan praktiknya bidan menjalankan kode etik profesi bidan
dengan menerapkan standar praktik profesi bidan seperti kompetensi,
kewenangan, pengambilan keputusan, dan tanggung jawab dalam praktik
kebidanan. 45 Kode etik profesi bidan merupakan suatu ciri profesi yang
bersumber dari nilai-nilai internal dan eksternal sebagai pernyataan
komprehensif suatu profesi yang memberikan tuntutan bagi anggotanya dalam
melaksanakan pengabdian profesi. Didalam kode etik profesi bidan memiliki
prinsip utama antara lain46 kewajiban memprioritaskan kebutuhan klien,
45 Nursing and Midwifery Board of Australia, A Midwife’s Guide To Professional Boundaries.
www.nursingmidwiferyboard.gov.au. 2010. (diakses 1 Oktober 2018).
46 Code of professional conduct for midwives in Australia Canberra; Nursing and Midwifery
Board of Australia, Australian Nursing Federation, Australian College of Midwives Inc. Code
of Ethics for Midwives in Australia, Canberra. Both available at: www.anmc.org.au. 2008.
(diakses 1 Oktober 2010).
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menghormati hak klien dan norma masyarakat, kewajiban menyediakan
asuhan, konsultasi dan rujukan, menjaga kerahasiaan informasi, kewajiban
mendukung sejawat dan profesi lain, kewajiban menjaga nama baik dan
menjunjung Tinggi citra profesi, kewajiban mengembangkan pengetahuan dan
praktek kebidanan, kewajiban berpartisipasi melaksanakan, kebijakan
pemerintah, terutama KIA, Kesga, dan masyarakat.
2. Tanggung Jawab
Menurut penelitian Rodiyatun bahwa bidan diakui sebagai tenaga
profesional yang bertanggung jawab secara akuntabel, yang bekerja sebagai
mitra perempuan untuk memberikan dukungan dan asuhan selama masa hamil,
masa persalinan dan masa nifas secara berkesinambungan dan paripurna.
Dalam menjalankan profesinya bidan mempunyai peran dan fungsi yang diatur
secara jelas pada standar asuhan kebidanan, meliputi peran pelaksana,
pengelola, pendidik dan peneliti. Sebagai pelaksana bidan memiliki tiga kategori
tugas yaitu tugas mandiri, kolaborasi dan tugas ketergantungan, sebagai
pendidik bidan mempunyai dua tugas yaitu sebagai pendidik dan penyuluh
kesehatan bagi klien serta pelatih dan pembimbing kader. Sebagai pengelola
memiliki dua tugas yaitu pengembangan pelayanan dasar kesehatan dan tugas
partisipasi dalam tim, sebagai peneliti melakukan investigasi atau penelitian
terapan dalam bidang kesehatan baik secara mandiri maupun kelompok.47
Menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional dengan
melaksanakan fungsi sebagai bidan menuntut suatu keterampilan yaitu
merencanakan asuhan kebidanan sesuai dengan hasil pengkajian kebutuhan
dan masalah kebidanan. 48
Di dalam hukum positif Indonesia, pengaturan tentang tanggung jawab
bidan diatur dalam:
a. Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan menyatakan bahwa: “penyelenggaraan pelayanan kesehatan
dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan
nondiskriminatif.”
47 Rodiyatun, dkk. Pengembangan Model Pembelajaran Partisipatif Untuk Meningkatkan
Pencapaian Peran Bidan Sebagai Pendidik. Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes,
Volume VII Nomor 1, Januari 2016 (diakses 3 Mei 2019).
48 Palutturi, Sukri dkk. Determinan Kinerja Bidan di Puskesmas Tahun 2006. Jurnal Manajemen
Pelayanan Kesehatan. Volume 10 Nomor 4. 2007. (diakses 10 Agustus 2018).
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Pasal 95 ayat (2) menyatakan bahwa: “penyelenggaraan kegiatan
kesehatan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah
daerah, dan masyarakat.”
b. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan menyatakan bahwa: “tenaga kesehatan bertanggung jawab
untuk  mengabdikan diri sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki,
meningkatkan kompetensi, bersikap dan berperilaku sesuai dengan etika
profesi, mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan
pribadi atau kelompok dan melakukan kendali mutu pelayanan dan kendali
biaya dalam menyelenggarakan upaya kesehatan.”
c. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
menyatakan bahwa: “dalam menyelenggarakan praktik kebidanan, bidan
bertugas sebagai pemberi pelayanan kebidanan, pengelola pelayanan
kebidanan, penyuluh dan konselor, pendidik, pembimbing, dan fasilitator
klinik, penggerak peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan,
peneliti.”
d. Sedangkan pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
369/MENKES/SK/III/2007  tentang Standar Profesi Bidan tidak mengatur
mengenai tanggung jawab bidan.
e. Dan pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
938/MENKES/SK/VIII/2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan tidak
mengatur tentang tanggung jawab bidan dalam menjalankan praktik
mandiri bidan.
Berbagai peraturan perundang-undangan di atas pada dasarnya
memperlihatkan ke sinkronan, karena meskipun menggunakan istilah yang
berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya mengatur tentang tanggung jawab
bidan dalam menjalankan praktik yaitu memberikan pelayanan kebidanan yang
dibutuhkan oleh pasien sesuai dengan keilmuan dan kompetensi yang dimiliki.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 15 bidan yang
melakukan praktik mandiri, dapat diketahui bahwa:
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Tabel. 4.2
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terkait dengan Indikator
Profesionalisme tentang Tanggung Jawab Pada Praktik Mandiri Bidan
Data tentang Tanggung Jawab PMB
Tanggung Jawab RespondenN %
Memenuhi 13 86%
Tidak Memenuhi 2 14%
Total 15 100
Sumber : Data Primer diolah Tahun 2018
Berdasarkan data di atas dapat diketahui 86% praktik mandiri bidan telah
memenuhi tanggung jawab dan 14% praktik mandiri bidan tidak memenuhi
tanggung jawab.
Bentuk tanggung jawab bidan dalam melakukan pelayanan kebidanan
dilakukan pada periode antenatal, intranatal dan postnatal. Sebagai tenaga
professional, bidan memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.
Seorang bidan harus dapat mempertahankan tanggung jawabnya bila terjadi
gugatan terhadap tindakan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban dibagi
dalam dua aspek sebagai berikut   aspek internal yakni pertanggungjawaban
yang diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan yang diberikan
oleh pimpinan dalam suatu instansi, aspek eksternal yakni pertanggungjawaban
kepada pihak ketiga jika suatu tindakan menimbulkan kerugian kepada pihak
lain berupa tanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkan kepad pihak lain
atas jabatan yang diperbuat.
Suatu konsep yang terkait dengan teori kewajiban hukum adalah konsep
tanggung jawab hukum (liability). Seseorang secara hukum dikatakan
bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat
dikenakan suatu sanksi dalam suatu perbuatan yang berlawanan. Terdapat dua
bentuk pertanggungjawaban dalam hukum yaitu berdasarkan kesalahan (based
on fault) dan pertanggungjawaban mutlak (absolute responsibility). Berkaitan
dengan fungsi bidan, maka bidan mempunyai kemampuan bertanggung jawab
dalam menjalankan fungsi yang mandiri dalam asuhan kebidanan, sementara
dalam fungsi kolaborasi bertanggung jawab pada dokter yang berwenang
melakukan tindakan. Bidan harus memiliki tanggung gugat dalam untuk
memberikan alasan atas tindakannya. Terutama yang berkaitan dengan
kegiatan-kegiatan profesinya. Bidan harus mampu menjelaskan kegiatan atau
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tindakan yang dilakukannya. Tanggung gugat professional memiliki tujuan
sebagai berikut untuk mengevaluasi praktisi professional baru dan mengkaji
ulang yang telah ada, untuk mempertahankan standar perawatan kesehatan,
untuk memudahkan refleksi pribadi, pemikiran etis dan pertumbuhan pribadi
pada pihak professional perawatan kesehatan, untuk memberikan dasar
pengambilan keputusan etis.
Hal ini sama dengan penelitian tentang tanggung jawab bidan yang
dilakukan di Inggris, bahwa bentuk tanggung jawab bidan terdiri dari   mematuhi
peraturan perundang-undangan tentang kebidanan yang berlaku, memberikan
informasi dan saran kepada keluarga dengan baik, memberikan informasi
kepada pasien tentang pemeriksaan yang diperlukan dalam melakukan
diagnosis kehamilan berisiko, melakukan pencatatan dan pelaporan pada
setiap pelayanan yang telah diberikan, melakukan pelayanan kebidanan
kepada ibu mulai dari periode antenatal, intranatal dan postnatal, melakukan
rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan jika terjadi kasus kegawatdaruratan,
melakukan perawatan kepada ibu dan bayi.
3. Melakukan kolaborasi dan rujukan yang tepat
Menurut penelitian Astuti, bahwa dalam memberikan pelayanan
kebidanan kolaborasi dan rujukan yang tepat merupakan tugas ketergantungan
bidan atau merujuk yaitu tugas yang dilakukan oleh bidan dalam rangka rujukan
ke sistem pelayanan yang lebih tinggi atau sebaliknya yaitu pelayanan yang
dilakukan oleh bidan sewaktu menerima rujukan dari dukun yang menolong
persalinan, juga layanan rujukan yang dilakukan oleh bidan ketempat/fasilitas
pelayanan kesehatan lain secara horizontal maupun vertikal atau ke profesi
kesehatan lainnya. Bentuk tugas ketergantungan bidan atau merujuk antara lain
: 49 menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai
dengan fungsi rujukan keterlibatan klien dan keluarga, memberikan asuhan
kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada ibu hamil dengan resiko tinggi
dan kegawat daruratan, memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan
rujukan pada masa persalinan dengan penyulit tertentu dengan melibatkan
49 Astuti, Lestari Puji dkk. Peran dan Fungsi Bidan Dalam Pelaksanaan Informed Consent Pada
Kegawatdaruratan Obstetri di Puskesmas. Volume IX Nomor 2, 2017. (diakses 13 Agustus
2018).
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klien dan keluarga, memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan
rujukan pada ibu dalam masa nifas dengan penyulit tertentu dengan
kegawatdaruratan dengan melibatkan klien dan keluarga, memberikan asuhan
kebidanan pada BBL dengan kelainan tertentu dan kegawatdaruratan yang
memerlukan konsultasi dan rujukan dengan melibatkan keluarga, memberikan
asuhan kebidanan pada anak balita dengan kelainan tertentu dan kegawatan
yang memerlukan konsultasi dan rujukan dengan melibatkan.
Di dalam hukum positif Indonesia, pengaturan tentang kolaborasi dan
rujukan yang tepat pada bidan diatur dalam:
a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak mengatur
tentang kolaborasi dan rujukan pada tenaga kesehatan.
b. Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan menyatakan bahwa: “tenaga kesehatan dalam menjalankan
praktik wajib merujuk penerima pelayanan kesehatan ke Tenaga Kesehatan
lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai.”
Pasal 65 ayat (1) menyatakan bahwa: “dalam melakukan pelayanan
kesehatan, tenaga kesehatan dapat menerima limpahan tindakan medis dari
tenaga medis.”
c. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
menyatakan bahwa: “pelimpahan wewenang terdiri atas pelimpahan secara
mandat, pelimpahan secara delegatif.”
Pasal 54 ayat (1) menyatakan bahwa: “pelimpahan secara mandat diberikan
oleh dokter kepada bidan sesuai dengan kompetensinya.”
Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa: “pelimpahan wewenang secara
delegatif diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah kepada
bidan.”
d. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/MENKES/SK/III/2007  tentang
Standar Profesi Bidan menyatakan bahwa: “layanan rujukan adalah layanan
yang diberikan oleh bidan dalam rangka rujukan ke system layanan yang
lebih tinggi atau sebaliknya yaitu pelayanan yang dilakukan oleh bidan dalam
menerima rujukan dari dukun yang menolong persalinan, juga layanan yang
dilakukan oleh bidan ke tempat/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara
horizontal maupun vertical atau meningkatkan keamanan dan kesejahteraan
ibu serta bayinya.”
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e. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 938/MENKES/SK/VIII/2007 tentang
Standar Asuhan Kebidanan pada standar II huruf B menyatakan bahwa:
“perumusan diagnosa atau masalah kebidanan dapat diselesaikan  dengan
asuhan kebidanan secara mandiri, kolaborasi, dan rujukan.”
Standar IV huruf A menyatakan bahwa: “dalam implementasi bidan
melaksanakan rencana asuhan kebidanan secara komprehensif, efektif,
efisien dan aman berdasarkan evidence based kepada klien/pasien, dalam
bentuk upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative. Dilaksanakan
secara mandiri, kolaborasi dan rujukan.”
Berbagai peraturan perundang-undangan di atas pada dasarnya
memperlihatkan ke sinkronan, karena meskipun menggunakan istilah yang
berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya mengatur tentang kolaborasi dan
rujukan yang tepat pada praktik mandiri bidan yaitu dengan memberikan
asuhan kebidanan secara komprehesif dan wajib melakukan rujukan ke fasilitas
lain jika ada kegawatdaruratan ataupun kasus yang tidak sesuai dengan
kompetensi bidan.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 15 bidan yang
melakukan praktik mandiri, dapat diketahui bahwa:
Tabel. 4.3
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terkait dengan Indikator
Profesionalisme tentang Kolaborasi dan Rujukan yang Tepat Pada Praktik
Mandiri Bidan







Tidak Memenuhi 1 7
Total 15 100
Sumber : Data Primer diolah Tahun 2018
Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa 93% praktik mandiri
bidan telah memenuhi kolaborasi dan rujukan yang tepat. Serta 7%  praktik
mandiri bidan tidak memenuhi kolaborasi dan rujukan yang tepat. Dalam
kebidanan kolaborasi interprofessional sangat penting untuk keselamatan
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pasien. Karena kegagalan kolaborasi dan komunikasi juga akan mengakibatkan
angka kematian pada ibu dan bayi.50
Perbedaan antara professional dapat menjadi penghalang bagi kolaborasi
interprofessional. Pandangan berbeda tentang kehamilan dan persalinan
merupakan bagian dari perbedaan pendidikan, tanggung jawab akan
menjadikan suatu intervensi medis. Dalam kolaborasi sangat dipengaruhi oleh
keterbukaan komunikasi, saling percaya, adanya pemahaman masing-masing
individu dan memiliki tujuan yang sama serta tanggung jawab.  Ini merupakan
aspek penting dalam kolaborasi dan bila tidak dilakukan akan membuat
kolaborasi interprofessional sulit serta meningkatkan risiko pada pasien.
Dalamm tim multidisiplin itu penting bahwa ide tentang kebutuhan perawatan
pasien dan persepsi kolaborasi di antara proses perawatan pasien. 51
Hal ini sama dengan penelitian yang diakukan di Belanda tentang
kolaborasi interprofessional dalam pelayanan kebidanan yaitu secara
keseluruhan, kolaborasi interprofessional bagus dan kompleks dalam
pelayanan kebidanan. Namun menunjukkan beberapa perbedaan dalam timbal
balik persepsi kolaborasi interprofessional antara dokter kandungan, bidan dan
perawat.  Perbedaan dalam persepsi timbal balik yaitu tentang berbagai
pendapat, mendiskusikan praktik-praktik baru dan menghormati satu sama lain.
Perbedaan persepsi kolaborasi dan konsep juga terkait dalam melakukan
operasi caesar. Perbedaan antara dokter dan anggota tim lainnya mengenai
kerja tim, komunikasi dan situasional. 52
4. Pendidikan Berkelanjutan
Menurut penelitian berjudul strategi eropa dalam untuk pendidikan
berkelanjutan bidan yaitu kompetensi bidan sangat penting untuk memberikan
kualitas dalam pelayanan kebidanan. Untuk meningkatkan kompetensi bidan
yaitu dengan pendidikan lanjutan bidan yang berkualitas.
50 Leonard M, Graham S, Bonacum D. The Human Factor: The Critical Importance Of Effective
Teamwork and Communication In Providing Safe Care. Qual Saf Health Care. 2004 (diakses
2 Oktober 2018).
51 Hall P. Interprofessional teamwork: professional cultures as barriers. Journal Interprof Care
2005. Volumn 19 Issue 1, pages 188-96 (diakses 2 Oktober 2018).
52 Anita Romijn, Pim W Teunissen, Martine C de Bruijne, Cordula Wagner, and Christianne J M
de Groot. Interprofessional Collaboration Among Care Professionals in Obstetrical Care : Are
Perceptions Aligned?. British Midwifery Journals. 2017. doi:10.1136/bmjqs-2016-006401.
(diakses 3 Oktober 2018).
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Pendidikan berkelanjutan bidan telah dikembangkan untuk peningkatan
kompetensi bidan. Pengembangan pengetahuan dalam praktik kebidanan, juga
diperlukan untuk memperdalam pengetahuan bidan. Strategi pendidikan
berkelanjutan tidak berdiri sendiri, harus menyiapkan bidan yang tidak hanya
kompeten untuk berlatih di layanan kesehatan, tetapi menghargai dan
berkomitmen untuk mempertahankan kompetisi itu. Ini akan didapatkan dengan
terus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, agar dapat terus
memenuhi prioritas dan kebutuhan kesehatan. 53
Di dalam hukum positif Indonesia, pengaturan tentang pendidikan
berkelanjutan pada bidan diatur dalam:
a. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
menyatakan bahwa: “tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya
berkewajiban mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan
ketrampilan yang dimiliki.”
b. Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan menyatakan bahwa: “kolegium masing-masing tenaga kesehatan
adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk setiap cabang
disiplin ilmu kesehatan yang bertugas mengampu dan meningkatkan mutu
pendidikan cabang disiplin ilmu tersebut.”
Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa: “pengadaan tenaga kesehatan
dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan pendayagunaan tenaga
kesehatan.”
Pasal 67 ayat (1) menyatakan bahwa: “tenaga kesehatan dalam
menjalankan praktik dapat melakukan penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi kesehatan.”
c. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
menyatakan bahwa: “pendidikan kebidanan terdiri atas pendidikan
akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi.”
Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa: “pendidikan akademik terdiri atas
pendidikan program sarjana, program magister dan program doktor.” Pasal 6




Pasal 7 menyatakan bahwa: “pendidikan profesi merupakan lanjutan dari
program pendidikan setara sarjana atau program sarjana.”
d. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/MENKES/SK/III/2007  tentang
Standar Profesi Bidan menyatakan bahwa: “kualifikasi pendidikan bidan
terdiri dari lulusan pendidikan bidan sebelum tahun 2000 dan Diploma III
kebidanan, merupakan bidan pelaksana, lulusan pendidikan bidan setingkat
Diploma IV/S1 merupakan bidan professional, lulusan pendidikan bidan
setingkat S2 dan S3 merupakan bidan professional.”
e. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 938/MENKES/SK/VIII/2007 tentang
Standar Asuhan Kebidanan menyatakan bahwa: “bidan dalam melakukan
rencana asuhan kebidanan secara komprehensif, efektif, efisien dan aman
berdasarkan evidence based kepada klien. Artinya bahwa rencana asuhan
kebidanan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan suatu pendekatan
medik yang didasarkan pada bukti-bukti ilmiah terkini dengan pendidikan
berkelanjutan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.”
Berbagai peraturan perundang-undangan di atas pada dasarnya
memperlihatkan ke sinkronan, karena meskipun menggunakan istilah yang
berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya mengatur tentang pendidikan
berkelanjutan bidan yaitu dengan pendidikan minimal DIII Kebidanan kemudian
dapat berlanjut pendidikan DIV/S1 dan pendidikan S2 maupun S3.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 15 bidan yang
melakukan praktik mandiri, dapat diketahui bahwa:
Tabel. 4.4
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terkait dengan Indikator
Profesionalisme tentang Pendidikan Berkelanjutan Pada Praktik Mandiri
Bidan






Tidak Memenuhi 0 0
Total 15 100
Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2018
Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa 100% praktik mandiri
bidan, telah memenuhi pendidikan berkelanjutan. Kegiatan pendidikan bidan
berkelanjutan adalah berbagai kegiatan yang wajib diikuti oleh bidan melalui
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kegiatan pendidikan non formal, untuk meningkatkan dan memelihara
pengetahuan dan ketrampilan profesionalnya yang meliputi 54 kegiatan
peningkatan pengetahuan (kognitif) yaitu kegiatan peningkatan pengetahuan
(kognitif) merupakan suatu kegiatan/proses memperoleh dan memahami
pengetahuan tertentu. Kegiatan ini dapat berupa : symposium, seminar,
pertemuan ilmiah tahunan (misal : sidang ilmiah, rapat kerja dan Konggres
Nasional IBI), dapat berperan sebagai peserta, pembicara, moderator, panitia
dalam forum ilmiah, baik lokal, nasional dan internasional. Selain kegiatan
tersebut diatas, peningkatan pengetahuan dapat dilakukan melalui
pembelajaran e learning. Adapun perolehan nilai kredit mengikuti ketentuan
yang berlaku. Kegiatan peningkatan ketrampilan professional (psikomotor) yaitu
kegiatan peningkatan kemampuan dan ketrampilan/skill professional
(psikomotor) dapat berupa pelatihan (workshop/course), baik pelatihan klinis
maupun non klinis. Pelatihan klinis yang wajib diikuti oleh bidan adalah
pelatihan tentang Midwifery Update (Asuhan Persalinan dan Pertolongan
Pertama Kegawatdaruratan Obstetri Neonatal). Pelatihan Non Klinis misalnya;
pelatihan tentang manajerial dan kepemimpinan, kewirausahaan dan lain-lain.
Kegiatan pendidikan berkelanjutan dapat dilaksanakan ditingkat
wilayah/pengurus daerah, nasional dan internasional. 55 Kegiatan di tingkat
wilayah adalah : kegiatan yang dilakukan ditingkat propinsi dan kabupaten/kota
dengan lingkup peserta diwilayah setempat dengan akreditasi dari PD IBI.
Kegiatan di tingkat regional/nasional adalah kegiatan yang dilakukan dengan
sasaran peserta dari berbagai wilayah/propinsi dan atau pembicara tingkat
pusat/nasional dengan akreditasi dari PP IBI. Kegiatan di tingkat internasional
adalah kegiatan yang dilakukan dengan pembicara atau peserta antar Negara.
Sistem pendidikan berkelanjutan memiliki tiga (3) aspek subsistem yang
merupakan bagian dari sistem-sistem yang lain di luar sistem pendidikan yang
berkelanjutan. Ketiga aspek tersebut adalah perencanaan tenaga kesehatan
(health manpower planning), produksi tenaga kesehatan (health manpower
production), manajemen tenaga kesehatan (health manpower management).
54 Pengurus IBI, Op.Cit, hlm. 16-17.
55 Ibid, hlm. 17.
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5. Berkompeten
Menurut penelitian Hutapea bahwa peran bidan sebagai pelaku utama
pelayanan kesehatan pada masa reproduksi dalam siklus kehidupan
perempuan, memiliki kompetensi yang meliputi asuhan pada prahamil,
kehamilan, persalinan, ibu postpartum/menyusui, bayi baru lahir, balita sehat,
kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, serta asuhan
kebidanan di komunitas yang dilakukan secara mandiri, kolaborasi dan atau
merujuk. Oleh sebab itu, mutu kompetensi bidan dalam memberikan pelayanan
harus selalu terjaga.56
Bidan bertanggung jawab terhadap pasiennya, profesi bidan memberikan
pelayanan kebidanan yang aman dan kompeten. Tanggung jawab bidan untuk
menjaga kompetensi diperlukan untuk peningkatan pengetahuan dan
ketrampilan. Peningkatan kompetensi mencakup partisipasi dalam profesional
berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan,
keterampilan dan sikap yang relevan dengan praktik secara klinis, pengaturan
manajemen, pendidikan atau penelitian. 57
Di dalam hukum positif Indonesia, pengaturan tentang kompetensi bidan
diatur dalam:
a. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
menyatakan bahwa: “pemeriksaan kesehatan didasarkan pada kompetensi
dan kewenangan sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki.”
Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa: “setiap pimpinan penyelenggaraan
fasilitas pelayanan kesehatan perorangan harus memiliki kompetensi
manajemen kesehatan perorangan yang dibutuhkan.”
Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa: “setiap pimpinan penyelenggaraan
fasilitas pelayanan kesehatan perorangan harus memiliki kompetensi
manajemen kesehatan perorangan yang dibutuhkan.”
b. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan menyatakan bahwa: “tenaga kesehatan yang telah ditempatkan
56 Hutapea, Ronald, Determinan Kinerja dan Kompetensi Bidan di Provinsi Sumatera Utara,
Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan. Jurnal Kesehatan
Masyarakat Nasional Volume 6 Nomor 1. 2011. (diakses 16 Agustus 2018).
57 Mason J. The History of Midwifery in Canada. In: Eberts M, Schwartz R, Edney R, Kaufman
K, editors. Report on the Task Force on the Implementation of Midwifery in Ontario. Toronto:
Queen’s Park Printer; 2015. (diakses 3 Mei 2019).
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di Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melaksanakan tugas sesuai dengan
kompetensi dan kewenangannya.”
Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa: “pelatihan tenaga kesehatan harus
memenuhi program pelatihan dan tenaga pelatih yang sesuai dengan
standar profesi dan standar kompetensi serta diselenggarakan oleh institusi
penyelenggara pelatihan yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.”
Pasal 62 ayat (1) menyatakan bahwa: “tenaga kesehatan dalam
menjalankan praktik harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang
didasarkan pada kompetensi yang dimilikinya.”
c. Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Kebidanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Kebidanan menyatakan bahwa: “mahasiswa kebidanan pada akhir masa
pendidikan vokasi atau pendidikan profesi harus mengikuti uji kompetensi
yang bersifat nasional.”
Pasal 17 ayat 2 menyatakan bahwa: “uji kompentensi ditujukan untuk
mencapai standar kompetensi bidan.”
d. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/MENKES/SK/III/2007  tentang
Standar Profesi Bidan menyatakan bahwa: “kompetensi bidan terdiri dari
kompetensi 1 : Bidan mempunyai persyaratan pengetahuan dan ketrampilan
dari ilmu-ilmu sosial, kesehatan masyarakat dan etik yang membentuk dasra
dari asuhan yang bermutu tinggi sesuai dengan budaya, untuk wanita, bayi
baru lahir dan keluarganya. Kompetensi 2 : Bidan memberikan asuhan yang
bermutu tinggi, pendidikan kesehatan yang tanggap terhadap budaya dan
pelayanan menyeluruh dimasyarakat dalam rangka untuk meningkatkan
kehidupan keluarga yangs sehat, perencanaan kehamilan dan kesiapan
menjadi orang tua. Kompetensi 3 : Bidan memberi asuhan antenatal bermutu
tinggi untuk mengoptimalkan kesehatan selama kehamilan yang meliput
deteksi dini, pengobatan atau rujukan dari komplikasi tertentu. Kompetensi 4
: Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi, tanggap terhadap
kebudayaan setempat selama persalinan, memimpin selama persalinan
yang bersih dan aman, menangani situasi kegawatdaruratan tertentu untuk
mengoptimalkan kesehatan wanita dan bayinya yang baru lahir. Kompetensi
5 : Bidan memberikan asuhan pada ibu nifas dan menyusui yang bermutu
tinggi dan tanggap terhadap budaya setempat. Kompetensi 6 : Bidan
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memberikan asuhan yang bermutu tinggi, komprehensif pada bayi baru lahir
sehat sampai dengan 1 bulan. Kompetensi 7 : Bidan memberikan asuhan
yang bermutu tinggi, komprehensif pada bayi dan balita sehat (1 bulan – 5
tahun). Kompetensi 8 : Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi dan
komperehensif pada keluarga, kelompok dan masyarakat sesuai dengan
budaya setempat. Kompetensi 9 : Melaksanakan asuhan kebidanan pada
wanita/ibu dengan gangguan sistem reproduksi.”
e. Sedangkan pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
938/MENKES/SK/VIII/2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan tidak
mengatur tentang kompetensi bidan hanya menjelaskan bahwa standar
asuhan kebidanan adalah acuan dalam pengambilan keputusan dan
tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan wewenang dan ruang
lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan. Hal ini tidak
terdapat kompetensi bidan dalam melaksanakan asuhan kebidanan.
Berbagai peraturan perundang-undangan di atas pada dasarnya
memperlihatkan ke sinkronan, karena meskipun menggunakan istilah yang
berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya mengatur tentang kompetensi bidan
yaitu bidan dalam menjalankan praktiknya harus sesuai dengan kompetensi
yang dimiliki antara lain memberikan asuhan pada masa kehamilan, persalinan,
nifas, bayi baru lahir, keluarga berencana.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 15 bidan yang
melakukan praktik mandiri, dapat diketahui bahwa:
Tabel. 4.5
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terkait dengan Indikator





Tidak Memenuhi 1 7
Total 15 100
Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2018
Berdasarkan data di atas dapat diketahui 93% praktik mandiri bidan telah
memenuhi kompetensi bidan dan 7% praktik mandiri bidan tidak memenuhi
kompetensi bidan.
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Ruang lingkup praktik mandiri bidan dalam melakukan pelayanan
kebidanan terdiri dari asuhan kebidanan pranikah, kehamilan, persalinan, nifas,
keluarga berencana, neonatus, bayi dan balita. 58 Kompetensi dibagi menjadi
dua yaitu kompetensi inti atau dasar yaitu kompetensi minimal yang mutlak
dimiliki oleh bidan, kompetensi tambahan atau lanjutan yaitu pengembangan
dari pengetahuan dan keterampilan dasar untuk mendukung tugas bidan dalam
memenuhi tuntutan/kebutuhan masyarakat yang sangat dinamis serta
perkembangan IPTEK.
Kompetensi merupakan bagian dari pengetahuan, keterampilan, dan
perilaku yang diperlukan bidan dalam melakukan pelayanan kebidanan.
Didalam kompetensi bidan terdapat pengetahuan, ketrampilan tambahan dan
perilaku dalam menjalankan praktik kebidanan. Sebagian besar kompetensi
dianggap sebagai dasar yaitu hasil yang diharapkan dari pendidikan pada
layanan kebidanan. Keterampilan tambahan didefinisikan sebagai keterampilan
yang dapat dipelajari atau dilakukan oleh bidan. Ini merupakan bagian dalam
persiapan dan praktek bidan tergantung pada kebutuhan masing-masing. 59
Kompetensi sangat penting sebagai pedoman dalam kurikulum
pendidikan kebidanan, dan sebagai informasi untuk pembuat kebijakan yang
perlu memahami kontribusi bidan dalam pelayanan kebidanan. Konsep
kompetensi dan keyakinan tidak sama, tetapi saling terkait. Keyakinan
didefinisikan sebagai perasaan rasa percaya diri yang timbul dari penghargaan
atas kemampuan atau kemampuan seseorang sendiri kualitas. Kompetensi
didefinisikan sebagai kemampuan melakukan sesuatu berhasil dan efisien.60
Kompetensi sangat penting sebagai pedoman dalam kurikulum
pendidikan kebidanan, dan sebagai informasi untuk pembuat kebijakan yang
perlu memahami kontribusi bidan dalam pelayanan kebidanan. Konsep
kompetensi dan keyakinan tidak sama, tetapi saling terkait. Keyakinan
didefinisikan sebagai perasaan rasa percaya diri yang timbul dari penghargaan
58 Vanaki Z, Memarian R. Professional Ethics: Beyond The Clinical Competency. Journal of
Professional Nursing. Volume 25 Issue 5 Pages 285-291. 2009. (diakses 9 Oktober 2018).
59 Homer C et al., The Development of National Competency Standards For The Midwife In
Australia. Journal of Midwifery. Volume 23 Issue 4 Pages 350-360. 2007. (diakses 9
Oktober 2018).
60 Butler M, Fraser D, Murphy R. What Are The Essential Competencies Required of A Midwife
at The Point of Registration?. Journal of Midwifery, 24, 260-269. 2008. (diakses 9 Oktober
2018).
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atas kemampuan atau kemampuan seseorang sendiri kualitas. Kompetensi
didefinisikan sebagai kemampuan melakukan sesuatu berhasil dan efisien.61
6. Memberikan Advokasi
Menurut penelitian Khairina bahwa advokasi bidan merupakan kegiatan
yang dilakukan oleh seorang bidan yang berperan sebagai advokator, educator,
dan pendamping pasien dalam memberikan informasi mengenai masalah
kebidanan. Konsep advokasi yang dilakukan oleh bidan adalah konsep dimana
bidan melakukan pendekatan personal kepada para pasien dengan cara
memberikan informasi seputar kehamilan, mengakomodasi pertanyaan pasien.
Dalam advokasi terdapat beberapa model yaitu model  kepercayaan kesehatan,
model transteoritik, model informasi konsumen, teori belajar sosial, persepsi
ekologis, teori stress dan teori coping. 62
Di dalam hukum positif Indonesia, pengaturan tentang advokasi bidan
diatur dalam:
a. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
menyatakan bahwa: “pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan
akses terhadap informasi, edukasi dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk
meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
Tenaga kesehatan merupakan bagian dari pemerintah dapat memberikan
edukasi, advokasi kepada pasien dalam meningkatkan pelayanan
kesehatan.”
b. Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan pada menyatakan bahwa: “pelayanan kesehatan tetap harus
diinformasikan kepada masyarakat penerima pelayanan kesehatan tersebut.
Tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan harus
memberikan informasi kepada pasien tentang keadaannya. Dan itu
merupakan salah satu bentuk advokasi tenaga kesehatan.”
61 Butler M, Fraser D, Murphy R. What Are The Essential Competencies Required of A Midwife
at The Point of Registration?. Journal of Midwifery, 24, 260-269. 2008. (diakses 9 Oktober
2018).
62 Khairina, Dampak Advokasi Pasien oleh Bidan Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah
Persalinan di RS Hermina Depok. Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia.
2012. (diakses 23 Agustus 2018).
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c. Pasal 61 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
menyatakan bahwa: “bidan dalam melaksanakan praktik kebidanan
berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan lengkap
mengenai tindakan kebidanan kepada klien atau keluarganya sesuai dengan
kewenangannya.”
d. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/MENKES/SK/III/2007  tentang
Standar Profesi Bidan menyatakan bahwa: “klien dan keluarga dilibatkan
dalam rangka peningkatan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan. Bidan
memberikan informasi tentang status kesehatan saat ini, rencana tindakan
yang akan dilaksanakan, peranan klien dalam tindakan kebidanan.”
e. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 938/MENKES/SK/VIII/2007 tentang
Standar Asuhan Kebidanan menyatakan bahwa: “bidan dalam
merencanakan asuhan kebidanan berdasarkan diagnosa disusun dengan
prioritas masalah, tindakan segera, tindakan antisipasi dan asuhan secara
komprehensif. Melibatkan klien atau keluarga dalam setiap tindakan dan
memilih tindakan sesuai dengan kebutuhan klien.”
Berbagai peraturan perundang-undangan di atas pada dasarnya
memperlihatkan ke sinkronan, karena meskipun menggunakan istilah yang
berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya mengatur tentang advokasi bidan
yaitu bidan dalam memberikan asuhan kebidanan harus dapat memberikan
informasi yang dibutuhkan oleh klien.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 15 bidan yang
melakukan praktik mandiri, dapat diketahui bahwa:
Tabel. 4.6
Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Terkait dengan Indikator





Tidak Memenuhi 5 33
Total 15 100
Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2018
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Berdasarkan data di atas dapat diketahui 67% praktik mandiri bidan, telah
memenuhi advokasi bidan dan 33% praktik mandiri bidan tidak memenuhi
advokasi bidan.
Peran bidan sebagai advokator yaitu melakukan advokasi terhadap
pengambil keputusan dari kategori program ataupun sektor yang terkait dengan
kesehatan maternal dan neonatal. Melakukan advokasi berarti melakukan
upaya-upaya agar pembuat keputusan atau penentu kebijakan mencapai suatu
kebijakan tersebut. Kemudian mempercayai dan meyakini bahwa program yang
ditawarkan perlu mendapat dukungan melalui kebijakan-kebijakan atau
keputusan-keputusan politik.63 Bidan diakui sebagai tenaga professional yang
bertanggungjawab dan akuntabel, yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk
memberikan dukungan. Asuhan ini mencakup upaya pencegahan, promosi
persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anak, dan akses bantuan
medis atau bantuan lain yang sesuai, serta melaksanakan tindakan
kegawatdaruratan. 64
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), The International Confederation of
Midwives (ICM), dan American College of Nurse Midwives (ACNM), perlu
pengembangan karier bidan pada generasi muda. Adanya pelatihan untuk
mempromosikan berbagi regional dan membangun kapasitas di tingkat nasional
dalam meningkatkan ketrampilan advokasi bidan. Melalui pelatihan langsung,
para bidan yang berpartisipasi dan regulator kebidanan dapat meningkatkan
kemampuan untuk mengadvokasi.
Upaya advokasi lanjutan dan tambahan diperlukan untuk lebih
memposisikan kebidanan sebagai komponen utama sistem kesehatan ibu dan
bayi yang terintegrasi. Upaya advokasi lanjutan dan tambahan diperlukan untuk
lebih memposisikan kebidanan sebagai komponen utama sistem kesehatan ibu
dan bayi yang terintegrasi. Bidan adalah profesional kesehatan penting untuk
penyediaan dan koordinasi tanpa batas bagi masyarakat. 65 Tugas bidan
sebagai advokator antara lain : mempromosikan dan melindungi kepentingan
orang-orang dalam pelayanan kebidanan, yang mungkin rentan dan tidak
mampu melindungi kepentingan mereka sendiri, membantu masyarakat untuk
63 Christina Lia Uripni, Komunikasi Kebidanan, Jakarta : Buku Kedokteran EGC, 2003.




mengakses kesehatan yang relevan dan informasi kesehatan dan memberikan
dukungan social, melakukan kegiatan advokasi kepada para pengambil
keputusan, berbagai program dan sektor yang terkait dengan kesehatan,
melakukan upaya agar para pengambil keputusan tersebut meyakini atau
mempercayai bahwa program kesehatan yang ditawarkan perlu didukung
melalui kebijakan atau keputusan politik dalam bentuk peraturan, Undang-
Undang, instruksi yang menguntungkan kesehatan publik dengan sasaran yaitu
pejabat legislatif dan eksekutif, para pemimpin pengusaha, organisasi politik
dan organisasi masyarakat baik tingkat pusat, propinsi, kabupaten, kecamatan
desa kelurahan.
Sebagai bidan menjadi penyedia pelayanan kebidanan harus secara aktif
mempromosikan dan melindungi kesehatan wanita, mendukung hak reproduksi
wanita, dan menghormati perbedaan etnis dan budaya.66
Advokasi bertujuan untuk memobilisasi dan mempromosikan perubahan
sosial atau legislatif di tingkat nasional, kabupaten, atau masyarakat. Upaya
advokasi harus didasarkan pada pemahaman yang jelas tentang perubahan
kebijakan yang terjadi untuk memperkuat kebidanan.
B. Konsep Profesionalisme Bidan yang Berbasis Transedental
1. Profesionalisme Berdasarkan Etik Profetik
Profesionalisme berdasarkan etik profetik yaitu bekerja sesuai dengan :
a. Kemampuan atau kapasitasnya
1) Surat Al An’am Ayat 135 : Katakanlah: "Hai kaumku, berbuatlah
sepenuh kemampuanmu, sesungguhnya akupun berbuat (pula). Kelak
kamu akan mengetahui, siapakah (di antara kita) yang akan
memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang
yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan.”
2) Surat Az Zumar Ayat 39 : Katakanlah: "Hai kaumku, bekerjalah sesuai
dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula), maka
kelak kamu akan mengetahui.”
66 United Nations Population Fund (UNFPA), International Confederation of Midwives (ICM),
World Health Organization (WHO). The State of the World’s Midwifery 2014: A Universal
Pathway. A Woman’s Right to Health. New York: United Nations Population Fund, 2014.
(diakses 12 Oktober 2018).
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3) Surat Huud Ayat 93 : Dan (dia berkata): "Hai kaumku, berbuatlah
menurut kemampuanmu, sesungguhnya akupun berbuat (pula). Kelak
kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang
menghinakannya dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah azab
(Tuhan), sesungguhnya akupun menunggu bersama kamu".
b. Bekerja dengan hasil terbaik
Surat  Al Mulk Ayat 2 : “Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia
menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha
Perkasa lagi Maha Pengampun.”
c. Bekerja sesuai dengan bidang keahlian
Surat Al Isra’ Ayat 84 :  Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut
keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang
lebih benar jalannya.”
d. Bekerja sesuai dengan patut dan layak
1) Surat An Nahl Ayat 97 : “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik
laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka
sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan
sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala
yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”
2) Surat Al Anbiya’ Ayat 94 :  “Maka barang siapa yang mengerjakan amal
saleh, sedang ia beriman, maka tidak ada pengingkaran terhadap
amalannya itu dan sesungguhnya Kami menuliskan amalannya itu
untuknya.”
3) Surat Al Zalzalah Ayat 7 : “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan
seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. “
2. Nilai Profesionalisme dalam Islam
Nilai-nilai profesional dalam islam adalah praktek bersikap dan berperilaku
mencontoh Rasulullah yaitu bersifat siddiq, fathonah, amanah dan tabligh agar
kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Ini dapat dilihat pada pengertian
sifat-sifat akhlak Nabi sebagai berikut :
a. Sifat kejujuran (shiddiq).
Kejujuran ini menjadi salah satu dasar yang paling penting untuk
membangun profesionalisme. Hampir semua bentuk uasha yang dikerjakan
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bersama menjadi hancur, karena hilangnya kejujuran. Oleh karena itu
kejujuran menjadi sifat wajib bagi Rasulullah SAW. Dan sifat ini pula yang
selalu di ajarkan oleh islam melalui al-Qur’an dan sunah Nabi. Kegiatan yang
dikembangkan di dunia organisasi, perusahan dan lembaga modern saat ini
sangat ditentukan oleh kejujuran. Begitu juga tegaknya negara sangat
ditentukan oleh sikap hidup jujur para pemimpinnya. Ketika para pemimpinya
tidak jujur dan korup, maka negara itu menghadapi problem nasional yang
sangat berat, dan sangat sulit untuk membangkitkan kembali.
b. Sifat tanggung jawab (amanah).
Sikap bertanggung jawab juga merupakan sifat akhlak yang sangat
diperlukan untuk membangun profesionalisme. Suatu perusahaan apapun
pasti hancur bila orang-orang yang terlibat di dalamnya tidak amanah.
c. Sifat komunikatif (tabligh).
Salah satu ciri profesional adalah sikap komunikatif dan transparan.
Dengan sifat komunikatif, seorang penanggung jawab suatu pekerjaan akna
dapat menjalin kerjasama dengan orang lain lebih lancar. Ia dapat juga
meyakinkan rekanannya untuk melakukan kerja sama atau melaksanakan
visi dan misi yang disampaikan. Sementara dengan sifat transparan,
kepemimpinan di akses semua pihak, tidak ada kecurigaan, sehingga semua
masyarakat anggotanya dan rekan kerjasamanya akan memberikan
apresiasi yang tinggi kepada kepemimpinanny. Dengan begitu, perjalanan
sebuah organisasi akan berjalan lebih lanca, serta mendapat dukungan
penuh dari berbagai pihak.
d. Sifat cerdas (fathanah).
Dengan kecerdasannya seorang profesional akan dapat melihat peluang
dan menangkap peluang dengan cepat dan tepat. Dalam sebuah organisasi,
kepemimpina yang cerdas akan cepat dan tepat dalm memahami
problematika yang ada di lembaganya. Ia cepat memahami aspirasi
anggotanya, sehingga setiap peluang dapat segera dimanfaatkan secara
optimal dan problem dapat dipecahkan dengan cepat dan tepat sasaran.
3. Nilai-Nilai Islam yang Mendasari Profesionalisme Bidan
Nilai-nilai islam yang dapat mendasari pengembangan profesionalisme
pada Surat Al Maidah 05 : 01, yaitu :
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a. Bersikap positif dan berfikir positif (husnuzh zhan)
Berpikir positif akan mendorong setiap orang melaksanakan tugas-
tugasnya lebih baik. Hal ini disebabkan dengan bersikap dan berfikir positif
mendorong seseorang untuk berfikir jernih dalam menghadapi setiap
masalah. Husnuzh zhan tersebut, tidak saja ditujukan kepada sesama
kawan dalam bekerja, tetapi yang paling utama adalah bersikap dan berfikir
positif kepada Allah SWT. Dengan pemikiran tersebut, seseorang akan lebih
lebih bersikap objektif dan optimistik. Apabil ia berhasil dalm usahanya tidak
menjadi sombong dan lupa diri, dan apabila gagal tidak mudah putus asa,
dan menyalahkan orang lain. Sukses dan gagl merupakan pelajaran yang
harus diambil untuk menghadapi masa depan yang lebih baik, dengan selalu
bertawakal kepada Allah SWT.
b. Memperbanyak silaturahmi
Dalam Islam kebiasaan shilaturrahim merupakan bagian dari tanda-
tanda keimanan. Namun dalam dunia profesi, shilaturahhim sering dijumpai
dalam bentuk tradisi lobi. Dalam tradisi ini akan terjadi saling belajar.
c. Disiplin waktu dan menepati janji
Begitu pentingnya disiplin waktu, Al-Qur’an menegaskan makna waktu
bagi kehidupan manusia dalam surat al-Ashr, yang diawali dengan sumpah
”Demi Waktu”. Begitu juga menepati janji, al-Qur’an menegaskan hal
tersebut dalam ayat pertama al-Maidah, sebelum memasuki pesan-pesan
penting lainnya.
d. Bertindak efektif dan efisien
Bertindak efektif artinya merencanakan, mengerjakan dan mengevaluasi
sebuah kegitan dengan tepat sasaran. Sedangkan efisien adalah
penggunaan fasilitas kerja dengan cukup, tidak boros dan memenuhi
sasaran, juga melakukan sesuatu yang memang diperlukan dan berguna.
Islam sangat menganjurkan sikap efektif dan efesien.
e. Memberikan upah secara tepat dan cepat
Ini sesuai dengan Hadist Nabi, yang mengatakan berikan upah
kadarnya, akan mendorong seseorang pekerja atau pegawai dapat
memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya secara tepat pula. Sementara
apabila upah ditunda, seorang pegawai akan bermalas-malas karena dia
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harus memikirkan beban kebutuhannya dan merasa karya-karyanya tidak
dihargai secara memadai.
Islam mengajarkan bahwa kerja harus dilaksanakan berdasarkan prinsip.
Dalam profesionalisme bidan juga diharapkan dapat melaksanakan pelayanan
kebidanan sesuai dengan prinsip dan ajaran islam.
4. Konsep Profesionalisme Bidan Berbasis Transendental
Nilai profesionalisme dalam hukum positif belum dapat mewujudkan
profesionalisme bidan yang seutuhnya. Karena masih ada beberapa kasus
yang disebabkan oleh bidan walaupun bidan sudah melaksanakan nilai
profesionalisme. Maka perlu adanya profesionalisme bidan berbasis
transendental yaitu profesionalisme yang bersumber dari sifat Nabi dan
memiliki nilai-nilai akhlaqul kharimah untuk untuk mewujudkan profesionalisme
berdasarkan sifat-sifat nabi dan dapat diaplikasikan dalam memberikan
pelayanan kesehatan kepada ibu dan anak yang bersumber dari nilai-nilai islam
khususnya Al Quran. Konsep profesionalisme bidan berbasis transendental
antara lain :
a. Bertaqwa kepada Allah SWT
Iman Islam dalam setiap muslim harus dibarengi dengan sifat takwa.
Dimana sifat taqwa ini ditunjukkan apabila seorang muslim percaya dengan
keberadaan Allah, maka tentunya ia akan merasa takut kepada Allah. Taqwa
diartikan sebagai bentuk ketaatan manusia dalam menjalankan segala
perintah Allah dan menjauhi segala laranganNya. Dengan menjalankan
segala perintah Allah berarti taat dan patuh terhadap hukum Allah serta
meninggalkan keraguan di dalam hati, dengan cara beramal soleh sesuai
dengan Al Quran dan Sunnah.
Bidan dalam mewujudkan profesionalismenya harus memiliki
ketaqwaan kepada Allah. Karena dengan adanya ketaqwaan kepada Allah
maka bidan akan menghormati orang lain, tidak membeda-bedakan dan
dapat bekerja dengan tulus ikhlas. Bidan dapat mengaplikasikan bahwa
bekerja sebagai ibadah karena seseorang berkewajiban menafkahi diri dan
keluarganya dengan niat yang ikhlas, karena apapun aktifitas yang dilakukan
akan bernilai ibadah apabila diniatkan dengan baik dan ikhlas. Kedua ,
pekerjaan yang akan dilakukan seharusnya tidak bertentangan dengan
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keyakinan agama seseorang. Apabila mempunyai niat baik, tetapi yang
dilakukan adalah keliru. Maka nilai ibadahnya akan langsung hilang berganti
dosa.
b. Bekerja dengan keahliannya
Sifat fathonah Nabi Muhammad yaitu memiliki kecerdasan, kemahiran,
keahlian bidang tertentu yang mencankup kecerdasan intelektual,
emosional, dan spiritual. Kecerdasan dalam memutuskan suatu hal tertentu
untuk kepentingan masyarakat. Sifat fathonah Nabi dapat diterapkan oleh
bidan dalam melakukan pekerjaan berdasarkan keahlian dan pengetahuan
yang memadai. Dengan kecerdasannya seorang professional akan dapat
melihat dan menangkap peluang dengan cepat dan tepat. Bekerja dapat
secara optimal dan dapat memecahkan problem dengan cepat dan tepat
sasaran. Sebagaimana dalam surat Al-Isra' Ayat 84 : “Tiap-tiap orang
berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih
mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Menurut ayat tersebut bahwa
bekerja harus sesuai dengan keadaan masing-masing, yaitu sesuai dengan
keahliannya. Jika bekerja tidak sesuai dengan keahliannya maka akan dapat
merugikan orang lain.  Bidan dalam melakukan pekerjaan harus berdasarkan
keahliannya sehingga berorientasi kepada mutu dan hasil yang baik. Dalam
islam amal, dan kerja harus dilakukan dalam kesatuan. Sehingga dapat
dipahami sebagai kerja sesuai standar mutu, baik mutu dihadapan Allah
maupun dihadapan manusia rekanan kerjanya. Bidan dapat melaksanakan
pekerjaannya dengan semangat dan etos kerja yang tinggi untuk
mendapatkan hasil secara tepat dan sesuai dengan amal dihasilkannya.
c. Bekerja dengan kejujuran
Nabi dan Rasul Allah memiliki sifat siddiq yakni jujur dalam berkata
dan berbuat. Sifat Shidiq mengarah pada kejujuran dalam perkataan,
perbuatan, atau keadaan batin, yang mana dalam perilaku tersebut tidak ada
yang dibuat-buat. Sebagaimana dalm surat An Nisa ayat 58 :
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” Menurut ayat tersebut bahwa
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jujur merupakan sifat yang sangat mulia, tetapi memang sulit untuk
diwujudkan. Terkadang orang dengan sengaja untuk tidak berbuat jujur
dengan alasan bahwa jujur akan mengakibatkan hancur. Orang berusaha
untuk berperilaku tidak jujur. Kenyataannya, sebagian besar orang tidak mau
berbuat jujur, sehingga seringkali orang yang jujur malah menjadi hancur
(akibat disalahkan).
Kejujuran ini menjadi salah satu dasar yang paling penting untuk
membangun profesionalisme. Kejujuran yang disampaikan dengan
bertanggung jawab. Jujur mengatakan apa yang diketahui sepanjang
mengandung kebaikan dan tidak menyebutnya jika diperkirakan membawa
akibat buruk bagi dirinya dan orang lain. Bidan dalam memberikan
pelayanan kesehatan harus dapat berkata jujur kepada pasien dengan
memberikan informasi tentang kesehatannya, melakukan tindakan yang
benar dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang juga agama, bidan
dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada peran, tugas







Berdasarkan hasil penelitian pada praktik mandiri bidan terdapat hasil
penilaian indikator profesionalisme bidan di Indonesia antara lain indikator
profesionalisme pada praktik mandiri bidan yaitu kode etik profesi, tanggung
jawab, melakukan kolaborasi dan rujukan yang tepat, pendidikan berkelanjutan,
kompetensi dan advokasi. Pada praktik mandiri bidan sudah melaksanakan
profesionalisme tetapi masih ada beberapa kasus yang terjadi karena ada
indikator yang belum dapat dilaksanakan. Dari hasil analisis kasus praktik
mandiri bidan, aspek-aspek profesionalisme praktik mandiri bidan, masih
menimbulkan persoalan yang disebabkan adanya bidan bekerja tidak sesuai
dengan tanggung jawabnya, bidan tidak sesuai dengan kompetensinya, bidan
tidak melakukan rujukan yang tepat, bidan belum dapat memberikan advokasi
kepada pasien, bidan tidak sesuai dengan kode etik profesi. Akibatnya
beberapa indikator dilaksanakannya secara keseluruhan oleh bidan.
Seharusnya dalam memberikan pelayanan kebidanan yang professional harus
dapat menjalankan indikator profesionalisme sehingga tidak terjadi kasus pada
praktik kebidanan.
2. Konsep Profesionalisme Bidan yang Berbasis Transedental
Nilai profesionalisme dalam hukum positif bertumpu pada kode etik
profesi tanggung jawab, melakukan kolaborasi dan rujukan yang tepat,
pendidikan berkelanjutan, berkompeten, memberikan advokasi masih memiliki
kekurangan dalam pelaksanaannya. Sehingga walaupun bidan sudah
melaksanakan nilai profesionalisme masih terdapat kasus dalam pelaksanaan
praktik kebidanan. Hal ini perlu adanya nilai-nilai profesionalisme islam yang
dimasukkan dalam profesionalisme menurut hukum positif. Nilai-nilai
profesional dalam islam adalah praktek bersikap dan berperilaku bersumber
dari Al Quran yaitu bekerja sesuai dengan kemampuannya, bekerja dengan
hasil terbaik, bekerja sesuai dengan  bidang keahlian, bekerja dengan patut
dan layak, dan mencontoh Rasulullah yaitu siddiq, fathonah, amanah dan
tabligh agar kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Nilai profesionalisme
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dalam Islam dengan nilai profesionalisme hukum positif memiliki persamaan
dan perbedaan. Perlu adanya konsep profesionalisme bidan berbasis
transendental tentang profesionalisme yang bersumber dari sifat Nabi dan
memiliki nilai-nilai akhlaqul kharimah untuk untuk mewujudkan profesionalisme
berdasarkan Al Quran dan sifat-sifat nabi dan dapat diaplikasikan dalam
memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu dan anak. Profesionalisme bidan
berbasis transendental antara lain bertaqwa kepada Allah SWT yaitu bidan
dalam mewujudkan profesionalismenya harus memiliki ketaqwaan kepada
Allah. Karena dengan adanya ketaqwaan kepada Allah maka bidan akan
menghormati orang lain, tidak membeda-bedakan dan dapat bekerja dengan
tulus ikhlas. Bekerja dengan keahliannya yaitu bidan dalam melakukan
pekerjaan harus berdasarkan keahliannya sehingga berorientasi kepada mutu
dan hasil yang baik. Dalam islam amal dan kerja harus dilakukan dalam
kesatuan. Bekerja dengan kejujuran yaitu Bidan dalam memberikan pelayanan
kesehatan harus dapat berkata jujur kepada pasien dengan memberikan
informasi tentang kesehatannya, melakukan tindakan yang benar dan tidak
bertentangan dengan Undang-Undang dan agama.
B. Saran
1. Pembuat Kebijakan diharapkan dapat memberikan nilai transendental dalam
penyusunan suatu peraturan perundang-undangan yaitu untuk mewujudkan
profesionalisme bidan. Penyusunan peraturan perundangan harus melalui
proses terbuka, melibatkan kalangan dalam legal drafting dan penyusunan
naskah akademiknya. Fungsi dan peran masing-masing pihak yang
berkompeten, kalangan bidan yang ahli hukum kesehatan baik dari akademisi
maupun praktisi juga organisasi profesi. Sehingga peraturan kebidanan benar-
benar berfugsi secara efektif dan memiliki nilai profesionalisme dalam
pelayanan kebidanan.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat mengkaji lebih banyak sumber
maupun referensi yang terkait dengan nilai profesionalisme bidan.  Penelitian ini
memiliki ruang lingkup tentang nilai profesionalisme berbasis transendental,
peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses
pengambilan dan pengumpulan data sehingga memiliki hasil yang lebih baik.
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Peneliti selanjutnya diharapkan ditunjang dengan wawancara pada sumber
yang lebih kompenten dalam profesionalisme bidan berbasis transendental.
3. Bidan diharapkan tetap harus melaksanakan profesionalisme dengan
menjalankan praktik sesuai dengan kewenangannya, taat dan sadar hukum
akan peraturan yang mengatur praktik mandiri bidan, memenuhi persyaratan ijin
praktik yang ada dan meningkatkan pendidikan, kompetensi. Bidan
menjalankan praktiknya sesuai peraturan yang berlaku. Walaupun peraturan
hukum tentang kebidanan belum memiliki nilai transedental, belum sesuai
dengan kebutuhan akan profesionalisme bidan. Perlu dibuat aturan perundang-
undangan secara terperinci dengan mengintegrasikan antara hukum positif
dengan nilai nilai transendental, karena pandangan agama dan fatwa ulama
sebagai basis nilai transendental dipandang perlu untuk menjadi salah satu
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